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ABSTRAK 

 

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian 

Izin Poligami dengan alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu” 

(Analaisis Putusan Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN). Skripsi ini 

merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan: Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan 

permohonan izin poligami dengan alasan membantu calon istri tuna rungu 

dalam Putusan Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN, serta Bagaimana 

Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama 

Kota Madiun Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yang kemudian akan 

dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni dengan 

menggambarkan semua data yang dikaji, kemudian data disusun dengan 

rapi dan sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan 

Majelis Hakim Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN. Selanjutnya data 

tersbut dianalisis menggunakan peraturan hukum yang berlaku dengan 

pola deduktif yaitu menggunakan teori-teori secara umum kemudian 

disimpulkan secara khusus ke Hukum Islam. 

Hasil penelitian Putusan Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN bahwa 

majelis hakim menimbang sudah terpenuhnya syarat kumulatif dan sudah 

mendapatkan izin dari istri pertama, serta pemohon sanggup untuk 

berlaku adil, meski pemohon belum memenuhi syarat alternatif. Kedua, 

dalam agama Islam Membolehkan poligami, selain itu pemohon juga 

ingin membantu calon istri tuna rungu, apabila ditinjau dari kaidah fikih 

Jalbu Masālīḥ muqāddamun āla ḍarūl mafasid yang artinya menarik 

kebaikan dan menolak keburukan yakni, dengan memberikan izin 

poligami kepda pemohon selain membantu calon istri tuna rungu 

pemohon juga terhindar dari perbuatan zina, hal tersebut sesuai dengan 

hikmah poligami.  

Sejalan dengan kesimpulan, Saran yang dapat disampaikan dalam 

penelitian ini adalah kepada Majelis Hakim ketika memutuskan suatu 

hendaknya mengkaji secara mendalam apa yang menjadi subtansi dari 

hukum tersebut dan bagi masyarakat yang hendak berpoligai hendaknya 

difikirkan terlebih dahulu agar kedepannya tidak menimbulkan masalah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara bahasa kata pernikahan diambil dari bahasa arab nakaḥa 

atau al-zawāj yang berarti kawin. Kata nikah dapat diartikan menghimpit 

atau berkumpul secara kias berarti bersetubuh. Dalam konteks sharī‘at 

nikah adalah sebuah akad/perjanjian pria dan wanita untuk mengikatkan 

dalam perkawinan.
1
 Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Undang-

Undang ialah “ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha Esa”.
2
 Ikatan 

perkawinan antara suami dan istri menimbulkan peranan dan tanggung 

jawab baik keluarga maupun masing-masing.  

Allah SWT telah menetapkan perkawinan sebagai suatu sarana 

untuk berkembang biak bagi semua makhluk hidup baik manusia, hewan 

dan tumbuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam 

surat Al-Nisā’ ayat: 1. 
3
 

 

ٓ   وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  ٓ   وَٰحِدَةٍ ٓ   رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ ٓ  أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا ٰـ يَ

 مِنْهُمَا

ٓ   إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ  ٓ  ءَلُونَ بِهۦِ وَٱلْأَرْحَامَ  ٓ   ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَا ٓ   وَٱتَّقُوا    ٓ ٓ  ءً ٓ  ا وَنِسَا ٓ  ا كَثِيًر  رِجَالً

ٓ  ا  عَلَيْكُمْ رَقِيبً

“Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) 

menciptakan pasangannya (Ḥawa) dari dirinya, dan dari keduanya 

                                                 
1
 Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, “Hukum Perkawinan Islam” (Yogyakarta:Gama 

Media,2017),11 
2
 Undang-Undang no.1 tahun 1974 

3
 Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Hafalan Terjemah” (Jakarta: almahira, 2015), 77. 
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Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, 

bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 

meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah 

selalu menjaga dan mengawasimu.” 

 

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya perkawinan 

bukanlah persoalan sepele akan tetapi merupakan persoalan yang besar. 

Perintah Allah SWT tentang perkawinan bukan hanya sekedar perintah 

saja, namun memiliki tujuan mulia dibaliknya. Tujuan mulia yang 

dimaksudkan adalah menjadikan keluarga yang bahagia yakni keluarga 

yang mencapai al-Sakīnah, al-Mawaddah, dan al-Raḥmah.
4
 

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dijelaskan bahwa “Pada asasnya dalam suatu perkawinan 

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita 

hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun dalam pasal 3 ayat 2 

tersebut juga dijelaskan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada 

seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan”.  

Dalam Hukum Islam Allah SWT telah memberikan petunjuk untuk 

mendapatkan kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat kepada orang-

orang yang bertakwa kepada-Nya sebagaimana berfirman-Nya dalam surat 

Al-Nisā ayat: 3
5
 

 

ٰـثَ ٓ  ءِ مَثْنَىٰ وَثُلَ ٓ   مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَا ٰـمَىٰ فَٱنكِحُوا ٓ   فِى ٱلْيَتَ  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

  ٓ ٓ   أَلَّا تَعُولُوا ٓ   ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ٰـنُكُمْ  ٓ   فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَ ٓ   فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ٰـعَ    وَرُبَ

 “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau 

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil."  

 

  Ayat ini menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki merasa 

dirinya tidak mampu untuk berbuat adil kepada anak-anak perempuan 

yang yatim, maka jangan dinikahi dan carilah perempuan lain untuk 

                                                 
4
 Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam…, 17 

5
 Departemen Agama RI, AlQur’an Hafalan…, 77. 
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dijadikan istri. Dari pengertian ini dapat dipahami bukanlah hasil 

pemahaman secara tersirat, dilihat dari para ulama’ yang sepakat apabila 

laki-laki tersebut yakin pada dirinya bisa berbuat adil kepada anak-anak 

perempuan yang yatim maka dia berhak untuk dapat menikah lebih dari 

satu. Akan tetapi jika tidak mampu untuk berbuat adil maka dibolehkan 

untuk menikahi perempuan lain.
6
 

Adapun Ḥadith yang menerangkan tentang kebolehan berpoligami 

yakni seperti yang diungkapkan kepada Ghīlān bin Salmah Al-Shaqafīy 

sebagai berikut: 

 

عن سَلِم بن عَبدِاللَّه, عن ابن عُمَرَ, أَنَ غَيلَانَ بن سَلَمَةَ الشَّقَفِي أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَاةٍ في 

 الَجاهِلِيَّةُ, فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ. فَأمَرَهُ النبي صلي الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.
  )رواه أحمد و الترمذي(7

Dari Salim bin Abdullah dari ibnu Umar, Sesungguhnya 

Ghailān bin Salamah al-Syaqafī masuk Islam, dia mempunyai sepuluh 

Istri dimasa jahīlīyah. Maka istri-istri tersebut masuk Islam bersama 

Ghailān, kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar 

memilih empat diantara sepuluh istri tersebut. (HR. Aḥmad dan 

Tirmidhī). 

 

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomer 1 

tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pada dasarnya perkawinan di 

Indonesia yang berlaku didasarkan pada azas monogami yang 

mengharuskan suami hanya memiliki satu istri saja dalam perkawinan. 

Sesuai dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “pada azasnya suatu 

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan 

seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun apabila 

suami ingin menikah lagi maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan 

                                                 
6
 Slamet Abidin dan Aminuddin, “Fikih Munākaḥat 1 untuk Fakultas Syari’ah Komponen 

MKDK” (Bandung: Pustaka Setia, 1999) 132. 
7
 Abu ‘Īsa Muḥammad ibn ‘Īsa ibn Saurah Al-Turmudzī, Sunnan At-Turmudzī (Bairūt: Dar al-

Fikr, 1994), 2, 368. 
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apabila pihak suami mendapatkan izin dari pengadilan dan dapat 

memenuhi syarat maupun alasan yang terdapat dalam Undang-Undang.
8
 

Pengadilan Agama adalah suatu badan Peradilan Agama pada 

tingkat pertama, yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam dibidang perkawinan, wārith, wasīyah, hībah, waqaf 

zakāt, infāq, ṣadāqah, dan ekonomi sharī‘at.
9
  

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk 

bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai mana yang dimaksud 

dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni Adanya 

persetujuan istri atau istri-istri, Adanya kepastian bahwa suami mampu 

menjamin keperluan- keperluan istri dan anak-anak mereka dan Adanya 

jaminan bahwa suami akan berlaku adil pada istri-istri dan anak-anak 

mereka
10

 

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 

tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang suami hanya diberikan izin untuk 

beristri lebih dari satu apabila memenuhi syarat-syarat diantaranya Istri 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapatkan 

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Istri tidak 

dapat melahirkan keturunan. 

  Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami apaibila suami 

sudah memenuhi syarat maupun alasan yang ada didalam pasal 5 ayat 1 

dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.
11

 

Pengadilan Agama Kota Madiun merupakan salah satu Pengadilan 

Agama tingkat satu yang berada di wilayah Madiun. Pada tahun 2019 

tepatnya tanggal 31 januari 2019 Pengadilan Agama Koata Madiun telah 

memeriksa permohonan izin poligami dengan perkara putusan 

No.0057/pdt.G/ 2019/PA.MN.  

                                                 
8
 Ali Imron, “Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan”, Jurnal Ilmu Hukum qist, Vol 6 

No. 1 (Januari 2012), 01. 
9
 Lihat UU NO. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU NO. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama. 
10

 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 4 ayat 2 
11

 Reza Fitri Ardhian, “Poligami dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia Serta Urgensi 

Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, Privat Law, Vol. 111 No. 2 Januari 2015, 103. 
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Pemohon dari pihak suami lahir pada 05 November 1983, 

beragama Islam, pendidikan SLTP, bekerja sebagai usaha bengkel las dan 

bertempat tinggal di Kota Madiun. Istri sebagai pihak Termohon lahir 

pada 12 Mei 1988, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus 

rumah tangga dan bertempat tinggal di Kota Madiun. Pada 31 Januari 

2008 pihak pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan 

tercatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor urusan Agama kecamatan 

Manguharjo Kota Madiun. 

Selama masa pernikahan pemohon dan termohon hidup bersama 

dan bertempat tinggal di Kabupaten Madiun. Mereka telah melakukan 

hubungan suami istri (ba’da duhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-

laki yang berumur 9 tahun. Selama menjalankan kehidupan rumah tangga 

hubungan pernikahan mereka rukun selayaknya suami istri pada 

umumnya. Hingga sampai pada saat pemohon ingin menikah lagi atau 

poligami dengan mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan 

Agama Kota Madiun dengan calon istri kedua yang berumur 25 tahun, 

beragama Islam, pendidikan akhir tidak sekolah dan belum bekerja yang 

bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Bahwa permohonan pemohon 

mengajukan izin poligami karena ingin membantu merawat calon istri 

kedua pemohon dikarenakan calon istri kedua tersebut penyandang tuna 

rungu dan pernah bekerja selama 4 tahun di Madiun. Bahwa orang tua dari 

calon istri kedua pemohon telah menitipkan anaknya kepada pemohon dan 

sekarang orang diminta untuk segera menikahi anaknya. Karena sudah 

berjalan 3 tahun hubungannya. 

Bahwa dari pihak istri (termohon) menyatakan rela untuk dimadu 

dan tidak keberatan jika suami (pemohon) menikah lagi atau berpoligami 

dengan calon istri kedua tersebut. Dengan usaha bengkel las dan bangunan 

yang dikelola pemohon memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 

15.000.000; tiap bulannya. Dengan penghasilan yang didapatkan tersebut, 

pihak pemohon menyatakan sanggup untuk berlaku adil dan sanggup 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik istri-istri maupun anak-

anaknya dan dalam hubungan antara pemohon dan calon istri kedua tidak 
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ada larangan apabila hendak melakukan pernikahan baik menurut hukum 

sharī‘at maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dilihat dari fakta-fakta yang sudah terkumpul dalam persidangan, 

permohonan sudah memenuhi syarat kumulatif untuk bisa menikah lagi 

berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 19774 

tentang perkawinan. Pada dasarnya alasan-alasan yang diajukannya oleh 

pemohon untuk bisa di kabulkannya permohonan izin poligami tidaklah 

memenuhi syarat dengan alasan dibolehkannya seseorang untuk 

melakukan poligami sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 

dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam putusannya Majelis 

Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut meski belum 

terpenuhnya syarat-syarat diperbolehkannya untuk menikah lagi. 

Dengan dikabulkannya permohonan izin poligami perkara 

No.0057/pdt.G/2019/PA.MN, meski belum terpenuhnya syarat alternative 

Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Melihat dari putusan 

tersebut Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dinilai tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait perkara dalam 

putusan No.0057/pdt.G/2019/PA.MN terkait dasar hukum dan 

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun mengenai 

pemberian izin poligami. Untuk mendapatkan pengetahuan serta informasi 

lebih, penulis membahas lebih lanjut dalam rangka penulisan skripsi yang 

berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan 

perkara. Skripsi yang ditulis oleh penulis diberi judul “Analisis Hukum 

Islam Terhadap Izin Poligami dengan Alasan Membantu Calon Istri Tuna 

Rungu (analisis Putusan No.0057/pdt.G/2019/PA.MN. 

B. Identifikasi Masalah dan Batas Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang 

diatas adalah: 

1) Bentuk pernikahan 
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2) Alasan-alasan dalam poligami 

3) Syarat-syarat dalam poligami 

4) Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan poligami di 

Pengadilan Agama Kota Madiun No.0057/pdt.G/2019/PA.MN. 

5) Analisis hukum islam dalam putusan Pengadilan Agama Kota 

Madiun No.0057/pdt.G/2019/PA.MN tentang izin poligami. 

2. Batasan Masalah 

Dengan adanya permasalahan diatas, perlu adanya batasan masalah 

peneltian. Ini dimaksudkan agar penelitian memiliki fokus yang jelas 

dan tidak menyimpang dari bahasan penelitian, berikut batasan 

masalah dari penelitian ini: 

1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara di 

Pengadilan Agama Kota Madiun No.0057/pdt.G/2019/PA.MN 

2) Analisis hukum Islam terhadap putusan hakim di Pengadilan 

Agama Kota Madiun No.0057/pdt.G/2019/PA.MN 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin 

poligami dengan alasan membantu calon istri tuna rungu dalam 

putusan No.0057/pdt.G/2019/PA.MN? 

2. Bagaimana Analisis kaidah fikih dalam putusan Pengadilan Agama 

Kota Madiun No.0057/pdt,G/2019/PA.MN tentang pemberian izin 

poligami dengan alasan membantu calon istri tuna rungu? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan dari penelitian yang sudah 

di lakukan seputar permasalahan yang dikaji oleh peneliti, yang bertujuan 

untuk mengetahui pendapat-pendapat mendasar dari penelitian terdahulu. 

Untuk mengetahui gambaran dari hubungan topik yang diteliti oleh 
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peneliti terdahulu, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi 

penelitian. 

Berdasarkan temuan penulis ada beberapa penelitian yang hampir 

serupa dengan skripsi penulis diantaranya: 

1. Skripsi Salim Muhammad tahun 2017 yang berjudul “Analisis 

Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan KHI terhadap diterimanya izin 

poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai 

dengan sunah Nabi Muhammad SAW dalam penetapan 

No.1913/pdt.G/2015/PA.Sda”. Dalam pembahasan skripsi ini yang 

menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Sidoarjo dalam memutuskan perkara yakni dengan melihat dari kondisi 

mental calon istri kedua pemohon yang mengalami trauma diakibatkan 

perkawinan yang lalu. Yakni perbuatan suaminya dulu yang membuat 

istri menjadi gelisah dan takut, dalam hal ini Majelis Hakim menilai 

resiko yang akan dihadapi oleh pemohon temohon lebih besar jika 

tidak diizinkan melakukan poligami. Dalam Putusan yang diambil oleh 

hakim sudah berlandaskan Al-Qur’an yang memberikan persyaratan 

berbuat adil semata, dan alasan yang terakhir sudah adanya persetujuan 

dari istri pertama dan juga sudah terpenuhi secara materi maupun 

nonmateri oleh pemohon dan sanggup. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Prisca Nindya Puspita tahun 2015 yang 

berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap pertimbangan Hukum 

Hakim Tentang Izin Poligami dalam putusan No.1821/pdt.G/ 

2013/PA.Sda”. Pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang 

pertimbangan hukum majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan 

izin poligami, yang menjadi pertimbangan hakim yakni tentang anak 

yang dikandung oleh calon istri kedua pemohon. Agar nanti ketika 

anak tersebut lahir mendapatkan perlindungan hukum dan kapasitas 

hukum yang adil untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup dan 

berkembang, bentuk perlindungan tersebut hanya dapat diberikan 

melalui jalan perkawinan pemohon dengan calon istri kedua pemohon. 

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai baik dalam Undang-
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Undang maupun kompilasi Hukum Islam dilihat dari anak yang 

dikandung oleh calon istri kedua pemohon yang termasuk dalam 

kondisi bahaya (dhoror) yang hanya bisa dihilangkan dengan cara 

perkawinan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam. 

3. Skripsi Zakiah Rizkiah Tahun 2014 yang berjudul “Analisis Yuridis 

dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Khawatir Melanggar 

Sharī‘at Agama Studi Putusan Nomor. 0947/pdt.G/2013/ PA.MLG” 

pembahasan dalam skripsi ini mengenai pertimbangan yang digunakan 

Majelis Hakim dalam mengabukan permohonan izin poligami, yakni 

dengan menggunakan dalil maslahah yang mana jika permohonan 

tersebut tidak dikabulkan dikhawatirkan nanti pemohon melakukan 

perbuatan yang tidak diinginkan seperti bermaksiat, berseingkuh dan 

berzina. Dengan alasan ini Majelis Hakim memilih mengabulkan 

permohonan tersebut dengan dalil maslahah, karena pemohon 

datangke Pengadilan dengan bertujuan mencari keadilan dan kepastian 

hukumnya. Berdasrkan anaisi yuridis dan hukum Islam alasan yang 

digunakan Pemohon bukanlah alasan diperboehkannya Pemohon untuk 

poligami, karena baik dalam Undang-Undang maupun Al-Qur’an tidak 

ada penjelasan mengenai dibolehkannya suami untuk berpoligami 

dengan alasan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar 

perbuatan sharī‘at . Tetapi dengan dalil untuk menghindari bahaya 

yang akan terjadi, dengan prinsip keadilan maka Permohonan tersebut 

dikabulkan. 

4. Skripsi Muhammad Nizar tahun 2008 yang berjudul “Variasi Alasan 

Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan PA Sleman Tahun 

2007)”. Pembahasan dalam skripsi ini membahas terkait variasi dari 

alasan pengajuan permohonan izin poligami yang dapat 

dikelompokkan menadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama, alasan 

yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan, istri tidak dapat melahirkan keturunan dan 

istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, 
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dikarenakan menderita penyakit psikogi dan kejiwaan. Untuk alasan 

yang kedua yakni alasan yang tidak ada dalam pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yakni seperti 

istri yang tidak bisa melahirkan lagi, sedangkan suami sangat 

menginginkan mempunyai keturunan lagi atau dari pihak suami yang 

sudah terlanjur berhubungan badan dengan calon istri kedua sehingga 

mengakibatkan hamil dan lain sebagainya. 

Berdasarkan dari beberapa penelusuran yang pernah penyusun 

lakukan terkait penelitian ini, penyusun menemukan beberapa tulisan 

mengenai masalah izin poligami. Namun sejauh ini penyusun belum 

pernah menemukan adanya penelitian mengenai izin poligami yang 

dilakukan dengan alasan menolong calon istri tuna rungu, oleh karena 

itu penyusun mengangkat judul skripsi Izin Poligami dengan alasan 

Menolong Calon Istri Tuna rungu di Pengadilan Agama Madiun pada 

putusan No.0057/pdt.G/2019/PA.MN. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Kota Madiun dalam memutuskan perkara Pemberian izin 

poligami untuk menolong calon istri yang sakit tuna rungu studi 

putusan No.0057/pdt.G/2019/PA.MN. 

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan 

Agama Kota Madiun putusan No.0057/pdt.G/2019/PA.MN tentang 

pemberian izin poligami dengan alasan menolong calon istri yang sakit 

tuna rungu. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara 

teoritis maupun praktis: 

1. Kegunaan secara teoritis 
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Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa berguna bagi ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada 

umumnya, terkhusus untuk mahasiswa yang berkecimpung dalam 

bidang Hukum Keluarga Islam tentang masalah poligami dalam 

perkawinan. 

2. Kegunaan secara praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

serta memperkaya khazanah keilmuan, dengan adanya permohonan 

izin poligami ini dapat berguna bagi para pihak yang terkait. Serta bagi 

peniliti dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun 

dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian yang sejenis. 

G. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi Analisis 

Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Membantu Calon 

Istri Tuna Rungu, maka dirasa perlu untuk menjelaskan definisi oprasional 

agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami skripsi ini.  

 

1. Hukum Islam adalah ketentuan dan peraturan tentang kehidupan,
12

 yang 

didasarkan pada sharī‘at Islam yaitu Al-Qur’an, Ḥaditht, pendapat 

ulama’ dan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam.  

2. Izin Poligami adalah seorang suami yang mengajukan permohonan untuk 

memiliki istri lebih dari satu ke Pengadilan Agama, namun hanya 

terbatas empat orang istri saja.
13

 

3. Hakim adalah seseorang yang diangkat oleh penguasa dengan tujuan 

untuk menyelesaikan persengketaan dan dakwaan.
14

 

                                                 
12

 Sudarsono, “Kamus Hukum” (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169. 
13

 Selamet Abidin, “Fikih Munakahat 1” (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 1331. 
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4. Tuna Rungu diartikan sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan 

pendengaran baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena 

tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran.
15

  

5. Putusan adalah vonis Hakim atas penyelesaian gugatan, keputusan 

Pengadilan Agama atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. 

Dari defines oprasional yang dijelaskan diatas, bertujuan untuk 

mempermudah baik bagi peneliti maupun pembaca dalam memahami 

skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap pemberian izin 

poligami dengan alasan membantu calon istri tuna rungu (Analisis 

Putusan No.0057/pdt.G/2019/PA.MN.  

H. Metode Penelitian  

Penelitia ini merupakan penlitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

memfokuskan dirinya pada makna subjektif, pendefisian dan deskripsi 

pada kasus-kasus yang spesifik
16

.  

Kata metode berasal dari Bahasa yunani yaitu methodos (metode 

/cara) dan logos (ilmu pengetahuan). Cara kerja metode dalam upaya 

ilmiah bertujuan untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 

bersangkutan.
17

 Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan 

yang dilakukan secara sistematis atau penyelidikan yang dilakukan secara 

hati-hati dan kritis dalam mencari informasi dan fakta untuk menentukan 

sesuatu.
18

 

Jadi dapat dipahami yang dimaksud metode penelitian adalah suatu 

cara yang digunakan peneliti dalam memecahkan masalah atau 

menemukan jawaban dari masalah-masalah yang terjadi. Singkatnya 

                                                                                                                                   
14

 Erfaniah Zuhriah, “Peradilan Agama di Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktek peradilan 

Agama (Malang: Setara Press, 2016), 4. 
15

 Purwibowo, “Mengenal Pembelajaran Komunikasi Total bagi Anak Tuna Rungu” 

(Yogyakarta: Pandiva Buku, 2019), 63. 
16

 Klause Krispendof, “Analisis Isi Pengantar dan Teori Metodologi (Jakarta: Rajaah Pres, 

1993), 15. 
17

 Surahman, “Metodologi Penelitian” (Kementrian Kesehatan RI: 2012), 2. 
18

 Sandu Siyoto, M. Ali shodik “Dasar Metodologi penelitian”, Volume 1 (Yogyakarta: Literasi 

Media Publising, 2015), 4. 
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tujuan dari metode penelitian untuk mempelajari metode / cara penelitian, 

hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut berupa karya tulis ilmiah. 

 

1. Data yang Dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa berkas-berkas 

dan alasan-alasan hakim yakni sebagai berikut: 

a. Data berkas salinan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun 

Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MNP  

b. Data tentang teori hukum Islam terhadap permasalahan pemberian 

izin poligami dalam putusan Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN. 

2. Sumber Data 

Sumber data ialah subjek dari mana data dapat diperoleh dan 

memiliki informasi yang jelas tentang bagaimana data tersebut diambi 

dan diolah. 
19

 Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber 

data primer dan sekunder. Berikut rinciannya:  

 

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber yang didapatkan secara 

langsung dari sumbernya.
20

 Sumber primer yang didapatkan dalam 

penelitian ini  adalah Salinan putusan Pengadilan Agama Kota 

Madiun perkara No.0057/pdt.G/2019/PA.MN tentang izin poligami 

dengan alasan menolong calon istri tuna rungu, serta data-data 

hukum Islam yang membahas tentang permasalahan pemberian 

izin poligami dalam putusan Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN. 

b. Sumber Sekunder 

                                                 
19

 Vina Harviani, Angky Febriansyah, “Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan 

pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung”, Jurnal Riset Akuntansi, No.2 

(Oktober, 2016), 23. 
20

 Hardani, “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif” (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu 

Group, 2020), 247. 
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Sumber sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak 

langsung dari sumbernya.
21

 Data sekunder yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini didapatkan dari buku-buku, jurnal dan kitab-

kitab yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dapat 

diperoleh melalui bahan literature yang berhubungan dengan 

fenomena yang dikaji berupa Undang-Undang Perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku yang berkitan dengan 

penelitian ini, seperti buku karya dari Siti Mudah Mulia, Islam 

Menggugat Poligami, Sleman Abidin dan Aminuddin, Fikih 

Munakahat 1 Untuk Fakultas Sharī‘at Komponen MKDK, 

Abdurrahman Ahrij, Memahami Keadilan dalam Poligami, 

Abdurrahman Ghozali, “Fikih Munakahat”, Ali Wafa Moh, 

Hukum Perkawinan Indonesia dan Zuhriah, Erfaniah, Peradilan 

Agama di Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktek Peradilan 

Agama. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi  

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang 

bertujuan untuk menelusuri catatan tertulis tentang berbagai 

kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu.
22

 

Dengan cara mempelajari berkas perkara dan mengambil data yang 

sudah didapatkan dari dokumen ataupun data yang sudah tertulis 

tersebu 

Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik 

dokumentasi ini berupa dokumen Salinan putusan Pengadilan 

Agama Kota Madiun No.0057/pdt.G/2019/PA.MN tentang izin 

poligami dengan alasan membantu calon istri yang tuna rungu. 

 

b. Editing 

                                                 
21

 Ibid., 247. 
22

 Syahrum Salim, “Metodologi Penelitian Kuantitatif” (Bandung: Citapustaka Media, 2014), 

146. 
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Memeriksa dan meneliti data dengan memilih, menyeleksi 

data agar jelas dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. 

Dalam hal ini memeriksa kembali salinan putusan Pengadilan 

Agama Kota Madiun Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN dari segi 

identitas pemohon dan termohon, pokok-pokok perkara pemohon, 

amar putusan, pertimbangan hukum dan teori-teori hukum Islam 

yang akan digunakan apakah sudah sesuai dengan penelitian yang 

dibahas.  

c. Organizing  

Mengatur, menyusun dan mengelola kembali terhadap 

salinan putusan Pengadilan Agama Nomor. 

0057/pdt.G/2019/PA.MN tentang izin poligami dengan alasan 

membantu calon istri tuna rungu, data tersebut diproses oleh 

peneliti untuk mengatur dan menyusun sedemikian rupa lalu 

dikaitkan dengan teori hukum islam sehingga menapatkan 

gambaran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan 

dikaji. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu usaha yang ditempuh dalam mencari 

serta merangkainya secara sistematis atas data yang didapatkan dari 

studi kepustakaan berguna guna memberikan peningkatan pemahaman 

penelitian terhadap kasus yang dikaji lalu menyajikannya sebagai hasil 

penelitian. Ketika dalam menganalisis data hendaknya dilakukan 

secara lengkap dan komprehensif, yaitu secara mendalam melalui 

beberapa aspek yang disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian serta 

seminimal mungkin memperkecil data yang terlewatkan
23

.  

Metode analisis yang diterapkan oleh penulis dalam skripsi ini 

ialah menggunakan metode deskriptif analisis, metode tersebut dipakai 

                                                 
23

 Abdul Kadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), 172. 
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dalam mendeskripsikan maupun menggambarkan secara rinci dan jelas 

mengenai data yang tersedia untuk dikaji kemudian disusun secara 

sitematis nantinya akan dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku 

dan teori-teori hukum Islam
24

  

Di dalam penelitian ini, peneliti akan mengemukalan teori-teori 

umum terkait permasalahan permohonan izin berpoligami dengan 

alasan membantu calon isteri kedua tuna rungu. Dengan demikian, 

penulis akan melakukan analisis secara khusus terkait permasalahan 

tersebut dengan menggunakan teori hukum Islam terhadap 

permohonan izin berpoligami tersebut 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah memperoleh gambaran yang jelas dalam 

pembahasan skripsi ini, pada pembahasan dalam skripsi ini secara 

keseluruhan terbagi menjadi lima bab. Sistematika pembahasan dalam 

skripsi sebagai berikut: 

Bab Pertama merupakan bagian pembuka yang berisi tentang latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua merupakan kerangka teoritik yang berisi tinjauan 

umum poligami baik dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas mengenai 

pengertian dari poligami, dasar hukum poligami, syarat poligami, prosedur 

poligami, alasan poligami menurut ulama, hikmah poligami serta teori-

teori hukum Islam. 

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum profil Pengadila Agama 

Kota madiun, deskripsi putusan izin poligami dengan alasan membantu 

                                                 
24

 Imam Machali, “Metode Penelitian Kuantitatif Pnaduan Praktis Merencanakan, 

Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif” (Yogyakarta: Program Studi MPI UIN 

Sunan Kalijaga,2017), 13. 
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calon istri kedua yang tuna rungu, pertimbangan hukum hakim dalam 

permohonan izin poligami pada perkara No.0057/pdt.G/2019/PA.MN. 

Bab keempat membahas Analisis Hukum Islam tentang putusan 

Pengadilan Agama Kota Madiun No.0057/pdt.G/2019/PA.MN tentang 

pemberian izin poligami karena suami ingin membantu calon istri kedua, 

yang isinya membahas mengenai latar belakang diberikannya izin 

poligami dan Analisis Hukum Islam tentang Putusan Pengadilan Agama 

Kota Madiun No.0057/pdt.G/2019/PA.MN tentang izin poligami dengan 

alasan membantu calon istri tuna rungu. 

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Maksud dari kesimpulan 

adalah jawaban yang berasal dari rumusan masalah yang didasarkan pada 

hasil penelitian secara keseluruhan, saran berupa bahan pikiran dari 

pikiran peneliti. Diakhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI 

A. Pengertian Poligami 

Poligami berasal dari bahasa yunani, yakni penggalan dari kata poli 

atau polus yang memiliki arti banyak dan gamein atau gamos” yang 

memiliki arti kawin atau perkawinan. Berdasarkan dua kata diatas dapat 

dipahami bahwa poligami memiliki arti perkawinan atau tidak terbatas. 

Sedangkan dalam bahasa Arab poligami disebut “ta’addud al-zaujah” 

yang berarti “seorang laki-laki yang mengumpulkan istri dalam tanggung 

jawabnya dua sampai empat dan tidak bolleh lebih”. Poligami secara 

istilah adalah seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri dan 

maksimal empat orang istri.
1
 

Dalam bukunya Abdurahman Ghozali mengartikan “poligami 

adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang wanita, akan 

tetapi dibatasi hanya sampai empat orang wanita saja, apabila melebihi 

dari empat orang wanita maka sama halnya dengan mengingkari sharī‘at 

yang sudah Allah SWT tetapkan, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami 

istri. Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang suami mengawini 

lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi dibatasi 

hanya sampai empat istri.
2
 

Dalam Islam yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki 

yang mengawini istri dua sampai empat orang istri dalam tanggungannya 

serta menetapkan baik syarta-syarat maupun batasan bagi laki-laki untuk 

bisa poligami.
3
 Dengan demikian seseorang yang melakukan poligami itu 

berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersama, bukan 

jumlah perkawinan yang telah dilakukan jadi dapat disimpulkan bahwa 

                                                 
1
 Arij Abdurrahman Al-sunnah, “Memahami Keadilan dalam Poligami” (Jakarta: PT. 

Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 25. 
2
 Abdurrahman Ghozali, “Fiqh Munākaḥat” (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131. 

3
 Murtadho Mutahir, “Hak-Hak Wanita dalam Islam” (Jakarta: Lentera, 1995), 204. 
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unsur yang terdapat dalam praktek pernikahan poligami adalah menikah 

lebih dari seorang istri dan dalam waktu yang bersamaan.
4
  

 

B. Monogami Sebagai Asas Perkawinan Indonesia 

Di Indonesia hukum perkawinan menganut asas monogami. Jika 

merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) monogami adalah 

sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu 

istri pada jangka waktu tertentu, sedangkan pada pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tertuang bunyi pasal: 

“Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang 

istri hanya boleh mempunyai seorang suami.”
5
 Pada pasal tersebut 

memberikan penjelesan hukum bahwa perempuan ataupun laki-laki hanya 

boleh memilik satu istri atau suami, yang berarti pernikahan di Indonesia 

menganut asas monogami.  

Meskipun hukum perkawinan di Indonesia menganut asas 

monogami, banyak kalangan menerjemahkan bahwa asas tersebut tidak 

mutlak hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan 

monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan 

lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami. 

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memberi kemungkinan 

kepada seorang suami untuk melakukan poligami, terlihat dari Pasal 3 

Ayat (2) “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 

beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan”.  

Mengenai adanya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang di 

dalamnya juga mengatur tentang poligami, tak lain merupakan usaha agar 

lakilaki yang akan poligami adalah laki-laki yang benar-benar 

melaksanakan segala syarat dan aturannya, yakni mampu secara ekonomi 

menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan sandang, pangan dan papan 

                                                 
4
 Ansory Isnan, “Silsilah Tafsīr al-Aḥkam: QS. Al-Nisā’Ayat: 3” (T.tp: t.p, 2020), 12. 

5
 Andi Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan” 

(Yogyakarta; Mimbar Hukum, 2010), 625. 
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keluarga (istri dan anak-anaknya), serta mampu berlaku adil kepada istri-

istrinya, agar istri dan anak-anaknya tidak disia-siakan. Selain itu, adanya 

aturan bahwa suami yang hendak melakukan poligami harus mendapat 

izin atau persetujuan dari istri merupakan salah satu apresiasi hukum 

terhadap posisi istri, untuk mencapai hal tersebut, peraturan perundang-

undangan mengamanahkan atau memberikan kepercayaan besar kepada 

hakim di Pengadilan Agama. Dengan demikian, peran hakim di 

Pengadilan Agama sangat penting dalam menerapkan keadilan bagi para 

pihak.
6
 

 

C. Dasar Hukum Poligami 

1. Al-Qur’an 

Dasar hukum di perbolehkannya poligami terdapat dalam firman 

Allah SWT dalam Surat Al-Nisā ayat: 3
. 7

 

 

ٰـثَ ٓ  ءِ مَثْنَىٰ وَثُلَ ٓ   مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَا ٰـمَىٰ فَٱنكِحُوا ٓ   فِى ٱلْيَتَ  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

  ٓ ٓ   أَلَّا تَعُولُوا ٓ   ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ٰـنُكُمْ  ٓ   فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَ ٓ   فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ٰـعَ    وَرُبَ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau 

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil."  

 

 Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwasannya Islam tidak 

mewajibkan seorang suami untuk poligami, tetapi menjadikan poligami 

sebagai keharusan. Namun dalam keharusan berpoligami ini bukanlah 

secara mutlak harus dilakukan akan tetapi sebaiknya, seorang suami yang 

hendak berpoligami akan dikenakan syarat-sarat yeng tertentu yang harus 

dipenuhi sebelum melakukan poligami. 

                                                 
6
 Khoirudin Nasution, “Riba & Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh” 

(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), 100. 
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Hafalan…, 77. 
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 Ayat ini diwahukan pada akhir tahun kedelapan hijriah yang 

bertujuan untuk menghapus peradaban lama orang-orang jahiliah yang 

masyhur pada masa itu. Dimasa itu, ketika terdapat seorang perempuan 

yang yatim, wali yang menjaganya tidak mau mengawinkan perempuan 

tersebut, karena untuk menghindari kuasa menjaga harta perempuan yatim 

tersebut tidak lepas ketangan orang lain. Untuk menjadikan harta 

perempuan yatim tersebut menjadi miliknya secara mutlak, mereka sendiri 

yang mengawini perempuan yatim itu, sedangkan tanggung jawab sebagai 

seorang suami yang menjadi kewajibannya tidak dipenuhi dan 

dilaksanakan. 

 Dengan turunnya ayat ini telah menghapus amalan tersebut, yang 

mengharuskan seorang laki-laki yang mengawini perempuan yatim harus 

menjalankan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai seorang suami dan 

harus berlaku adil sesuai dengan ajaran agama Islam. Seorang laki-laki 

yang mengawini perempuan lebih dari satu harusnya berlaku adil dan 

melaksanakan tanggung jawab terhadap istri-istrinya yang sudah 

diamanahkan kepadanya. Sebaliknya apabila mereka tidak mampu untuk 

berlaku adil terhadap istri-istrinya maka hendaknya mereka menikahi satu 

perempuan saja.
8
  

 Seorang suami tidak akan sanggup beraku adil terhadap istrinya 

meskipun dari pihak istri menginginkan keadilan seadil-adilnya, karena 

dalam hal ini Allah SWT telah berfirman dalam Surat Al-Nisā’ ayat:129 

yaitu:
9
 

ٓ   كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  ٓ   فَلَا تَمِيلُوا ٓ  ءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ  ٓ   بَيْنَ ٱلنِّسَا ٓ   أَن تَعْدِلُوا ٓ  ا وَلَن تَسْتَطِيعُو

   ٓ  كَٱلْمُعَلَّقَةِ 

ٓ   فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٓ   وَتَتَّقُوا  وَإِن تُصْلِحُوا

                                                 
8
 Aini Nasoha, “Poligami Hak Keistimewaan Menurut Shari’at Islam” (Kuala Lumpur: 

Percetakan Cergas, 2000), 04. 
9
 Ibid., 99. 
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“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-

istri (mu), walaupun kamu sangat ingi berbuat demikian, karena itu 

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.jika kamu 

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), 

maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” 

 

2. Ḥadith 

Adapun ḥadith yang menerangkan tentang kebolehan berpoligami 

yakni seperti yang diungkapkan kepada Ghailān bin Salamah Al-Shaqafi 

sebagai berikut:  

 

م يسَلِ نْعَ يِِّرِهْلزُّاَ نْعَ رٍمَعْمَ نْعَ ةبَحَدَثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْ

أَنَ غَيلَانَ بن سَلَمَةَ الشَّقَفِي أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَاةٍ في الَجا  بن عَبدِاللَّه, عن ابن عُمَرَ,

 10فَأَ مَرَهُ النبي صلي الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. هِلِيَّةُ, فَأَ سْلَمْنَ مَعَهُ.

“Hannād telah menceritakan kepada kami, `Abdah telah menceritakan 

kepada kami dari Sa`īd ibn Abi `Arubah dari Ma’mar dari al-Zuhrīy 

dari Salīm ibn `Abdullah dari ibn `Umar: Sesungguhnya Ghailān bin 

Salamah Al-Shaqafi masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh Istri 

pada masa jahilīyah. Istri-istrinya pun masuk Islam bersamanya, 

kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk memilih empat 

orang diantara mereka” 

Sunnan ibn Majjāh yang memuat ḥadith tentang kebolehan 

untuk berpoligami, yakni sebagai berikut: 

 

 ةُضَيْمَحُ نْعَ’ يلَيْي لَبِأَ نِابْ نِعَ’  شمٌاا هُنَثدَ: حَالَقَ يُّقِرَوْالدَّ مَياهِرَبْإِ نُبْ دُمَحْا أَنَشَدَّحَ

ي لَّصَ تُيْتَأَفَ’ ةٍوَشْنِ نِامَي شَدِنْعِوَ تُمْلَسْ: أَالَقَ’ ثِارِلَحاْ نِبْ سِيْقَ نْعَ’ لِدَرْمَالشَّ تِنْبِ

11ا.عًبَرْأَ نَّهُنْمِ رْتَ: اخْالَقَفَ’ هُلَ كَلِذَ تُلْقُفَ’ مَلَّسَوَ يهِلَعَ الُله  

                                                 
10

 Abu ‘Īsa Muḥammad ibn ‘Īsa ibn Saurah Al-Turmudzī, Sunnan At-Turmudzī (Bairut: Dār al-

Fikr, 1994), 2, 368. 
11

 Abu ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Al-Qazwiniy Ibn Majah, Sunnan Ibn Majjāh (Bairut: 

Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 2012), 6, 628. 
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“Aḥmad ibn Ibrāhīm al-Dauraqīy telah meriwayatkan hadis kepada 

kami, ia berkata: Hashim telah meriwayatkan hadis kepada kami dari 

Ibn Abī Laylā, dari Ḥumaydhah bint al-Syamardal, dari Qois ibn al-

hārith, ia berkata: aku telah masuk Islam dan aku memiliki delapan 

istri. Lalu aku mendatangi Nabi SAW, dan menyampaikan perihal itu, 

Nabi pun menjawab, pilihlah empat orangg saja di antara mereka.” 

 

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Ketentuan tentang poligami dalam Undang-Undang 

Perkawinan terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia 

menganut asas monogami yang menyatakan seorang pria hanya boleh 

memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki 

seorang suami. Namun, pada bagian yang lain dinyatakan bahwa 

dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan seperti yang dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) bahwa Pengadilan dapat memberi izin 

kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini berarti 

pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang untuk 

berpoligami apabila adanya persetujuan dari istri. 

Pasal 4 ayat (1) dan (2). Undang-Undang ini sebagai bentuk 

respon positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah 

dengan lebih dari satu orang (istri). Poligam diperbolehkan dengan 

alasan, syarat dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran 

islam. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang 

mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam. Syarat utama poligami 

adalah harus adil terhadap istri baik dalam nafkah lahir dan bathin, 

perhatian terhadap keluarga dan rasa kasih sayang, perlindungan 

terhadap keluarga agar terciptanya hubungan yang harmonis. Demi 

kemaslahatan umum diperlukan adanya alasan-alasan terhadap 

perkawinan poligami. Misalnya, kemandulan seorang wanita yang 

kehilangan daya fisik atau mental akan banyak menyeret terjadinya 

perceraian dari pada poligami. Sudah sepatutnya istri yang demikian 
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merelakan suaminya sebagai bukti tanggung jawabnya dalam rangka 

melestarikan kehidupan keluarga dan memakmurkan bumi
12

 

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat 

dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Pasal 55 menyatakan bahwa 

beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas 

hanya sampai 4 (empat) orang istri. Syarat utama beristri lebih dari 

seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istriistri dan anak-

anaknya. Apabila syarat utama ini tidak dipenuhi maka suami dilarang 

beristri lebih dari seorang Suami yang beristri lebih dari satu orang 

harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang 

dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari 

Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 56 

KHI). Menurut Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan 

izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 

apabila, Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, Istri 

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 

dan Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
13

 

D. Syarat-syarat Poligami 

Suami yang hendak menikah lebih dari satu istri harus memenuhi 

syarat-syarat yang sudah di atur dalam Undang-Undang, untuk bisa 

mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama suami harus 

memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Undang-Undang. Adapun syarat-

syaratnya yaitu: 

1. Tidak ada larangan baik dalam hukum maupun Agama bagi yang 

bersangkutan. 

                                                 
12

 Huzaimah T. Yanggo dan H. Anshari, “Problematika Hukum Islam Kontemporer” (Jakarta: 

Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996), 108. 
13

 Jaih Mubarok, “Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia” (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2015), 159. 
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Untuk bisa berpoligami suami harus mengikuti peraturan yang 

sudah di atur baik secara hukum maupun agama yakni tentang berapa 

jumlah istri yang boleh dinikahi dan tidak adanya hubungan darah dan 

susuan dengan calon istri. 

2. Harus mengajukan permohonan izin pada Pengadilan Agama 

Suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapatkan 

izin dari Pengadilan Agama, karena pemberian izin dari Pengadilan 

agama merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh sumi 

apabila tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama maka poligami 

tidak bisa dilakukan atau keabsahan poligami tidak ada secara hukum. 

3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan permohonan 

izin poligami yaitu: 

a) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri 

Istri atau istri-istri dalam memberikan persetujuan bisa secara tulis 

maupun dengan lisan, meskipun sudah ada persetujuan secara 

tertulis, diwaktu persidangan nanti akan dipertegas dengan 

persetujuan secara lisan.  

“Persetujuan dari istri-istri bisa tidak berlaku terhadap 

suami apabila dari pihak istri atau istri-istri tidak ada kabar 

kurang lebih minimal dua tahun atau sebab yang lain”.
14

 

“Apabila dari pihak istri tidak memberikan persetujuan 

kepada suaminya yang hendak beristri lebih dari satu maka 

dari pihak Pengadilan agama dapat menetapkan pemberian 

izin setelah memeriksa dan mendengar istri di persidangan 

Pengadilan Agama dan dari penetapan ini baik istri maupun 

suami dapat mengajukan banding/kasasi”.
15

  

b) Adanya kepastian suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri 

dan anak-anaknya. 

Suami yang hendak berpoligami harus bisa memenuhi dan 

menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya dengan 

membuktikan surat keterangan penghasilan dan pajak atau surat 

keterangan yang lain yang dapat mendukung bahwa suami mampu 

menjamin kehidupan istri dan anak-anaknya. 

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri 

dan anak-anak mereka. 

                                                 
14

 Lihat Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
15

 Kompilasi Hukum Islam Pasal 59 
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4. Pengadilan Agama memberikan izin poligami pada suami apabila 

suami memenuhi alasan-alasan ini:  

 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 

Maksud dari ketidak mampuan isteri dalam menjalankan 

kewajibannya adalah istri yang menderita penyakit baik jasmani 

maupun rohani, sehingga tidak mampu untuk memenuhi 

kewajibannya sebagai seorang istri baik secara biologis maupun 

yang lainnya, yang menurut keterangan dari dokter penyakit 

tersebut susah untuk disembuhkan.  

Alasan ini dibenarkan dengan melihat ketentuan yang ada 

pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwasanya tujuan dari 

perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal, dengan ketidak mampuan seorang istri dalam 

menjalankan kewajibannya, mengakibatkan hak-hak yang 

seharusnya didapatkan oleh suami dalam berumah tangga menjadi 

tidak dapat terpenuhi.
16

 

Adapun yang menjadi kewajiban sebagai seorang istri 

terhadap suaminya diantaranya Menggauli suami secara layak 

sesuai dengan kodratnya, Memberikan rasa tenang dalam rumah 

tangga dan rasa cinta kasih sayang terhadap suaminya dalam 

berumah tangga sesuai dengan kemampuan dan Taat dan patuh 

terhadap suaminya, dengan batasan suami tidak memerintah 

istrinya untuk melakukan perbuatan maksiat.
17

 

 

b. Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan.  

                                                 
16

 Titik Triwulan Tutik dan Trianto, “Poligami Perspektif Perikatan Nikah” (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2007), 125. 
17

 Amir Syarifddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2006), 162. 
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Maksud dari istri yang didapati cacat badan adalah penyakit 

yang diderita oleh istri pada tubuhnya yang menurut keterangan 

yang diberikan dokter penyakit tersebut susah untuk 

disembuhkan. Alasan seperti ini jika dilihat dari sisi kemanusiaan 

tentu dari pihak suami akan menderita baik secara lahir maupun 

batin dalam hidupnya apabila harus hidup bersama dengan 

seorang istri yang dalam keadaan demikian. 

Apabila suami menceraikan istri yang dalam keadaan 

demikian tentu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 

kemanusiaan, sebab dalam keadaan sedemikian ini tentu dari 

pihak istri membutuhkan bantuan dari suaminya untuk merawat 

dirinya.
18

 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan 

Maksud dari seorang istri yang tidak dapat melahirkan 

yakni apabila seorang istri tidak memungkinkan untuk melahirkan 

keturunan atau pernikahan yang dijalani sudah 10 (sepuluh) tahun 

lebih dan masih belum dikaruniai anak, karena ada beberapa 

kemungkinan yang dapat terjadi yakni suami yang mandul atau 

dari kedua belah pihak baik suami dan istri mengalami 

kemandulan. Alasan ini harus berdasarkan dari keterangan dokter, 

karena apabila benar kemandulan berasal dari pihak istri saja maka 

dengan alasan ini pihak suami bisa mengajukan permohonan izin 

poligami dan dapat diterima di Pengadilan Agama.
19

 

    Selain syarat-syarat diatas, dalam Pasal 58 KHI disebutkan untuk 

memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-

syarat diantaranya Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri, Adanya 

kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan 

anakanak mereka dan Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Mengenai persetujuan istri atau 

istri-istri ini dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi 

                                                 
18

 Tutik, Poligami Perespektif …, 125. 
19

 Ibid., 125. 
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sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan 

persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan istri 

ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya 

tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak 

dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu 

mendapat penilaian (Pasal 58 KHI), selanjutnya menurut Pasal 59 KHI, 

dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin 

untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan 

yaitu :  Suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anaknya, Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, Istri 

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan 

Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
20

    

    Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwasannya 

seorang suami yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat-syarat 

yang diatas. Jadi dapat dipahami bahwa poligami merupakan hak bagi 

suami, akan tetapi pihak istri pertama ikut dalam menentukan suami 

dapat atau tidaknya melakukan poligami.  

    Syarat utama kehalalan poligami, seorang suami harus berlaku adil 

kepada istri-istri dan anak-anaknya, sebelum berpoligami seorang suami 

harus yakin pada diriyna sendiri bahwasanya mampu untuk berlaku adil. 

Menurut Nadimah Tanjung perlakuan adil seorang suami secara garis 

besar terdiri dari dua hal yaitu adil dalam menggauli istri dan adil dalam 

memberikan keperluan hidup seperti adil dalam hal membagi uang 

belanja makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain.
21

 

E. Prosedur Poligami 

Prosedur dari poligami yakni seorang suami melakukan pengajuan 

permohonan ke Pengadilan Agama didaerah tempat tinggalnya, untuk 

mendapatkan izin. Adapun pengajuan permohonan tersebut bertujuan 

                                                 
20

 Instruksi Presiden nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
21

 Ibid., 71. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 

 

untuk seorang suami yang menghendaki beristri lebih dari satu, dan 

dalam mengajukan permohonan tersebut harus secara tertulis dan 

diajukan kepada Pengadilan.
22

 Prosedur Poligami dijelaskan dalam UU 

No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Seorang suami yang 

hendak melakukan permohonan izin poligami harus melakukan 

ketentuan-ketentuannya.  

Dalam Pasal 55 KHI dijelaskan bahwa, seorang suami terlebih 

dahulu memastikan tidak ada hal yang menghalanginya untuk melakukan 

poligami, seperti halnya suami harus mendapat persetujuan dari istri/istri-

istri untuk poligami dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan suami harus 

mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anakanaknya.
23

 

Para pihak mengehendaki terjadinya poligami, harus mengajukan 

permohonan poligami secara tertulis disertai dengan alasan-alasan 

kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

bahwa seorang suami yang akan poligami, maka ia wajib mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. 

Permohonan izin poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama, 

Pengadilan Agama dapat mengeluarkan putusan yang membolehkan 

berpoligami kepada suami jika persyaratan yang ditentukan sudah 

terpenuhi, karena apabila tidak ada izin dari Pengadilan Agama poligami 

tidak dapat dilakukan. Apabila tetap dilakukan, maka tidak ada 

keabsahan hukum. 

F. Poligami menurut Ulama’ Kontemporer 

Poligami merupakan problem sosial klasik yang menarik untuk 

diperbincangkan sekaligus didebatkan dikalangan masyarakat Islam, 

khusus kaitannya dengan posisi perempuan. Perdebatan pada tingkat 

wacana dikalangan kaum Muslim selalu berakhir tanpa mendaptkan 

                                                 
22

 Moh Ali Wafa, “Hukum Perkawinan di Indonesia” (Tangerang: Yasmi, 2018), 203. 
23

 Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam” (Jakarta: CV Akademika Presssindo), 126, Pasal 55 

KHI 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 

 

kesepakatan.
24

 Secara alami problem poligami mendapat serangan dari 

para pemikir barat, disusul kritikan yang datang dari para beberapa 

pemikir Muslim. Adapun pendapat dari pemikir Muslim tersebut 

diantaranya sebagi berikut: 

1) Wahbah Al-Zuḥailiy, berpendapat poligami dalam sharī‘at Islam 

tidak mewajibkan bagi kaum Muslim untuk berpoligami, tetapi 

memberikan batas dan syarat-syarat dibolehkannya poligami. . 

Poligami dibatasi oleh keadaan daruruat, keperluan dan maslahah 

yang sesuai dengan sharī‘at Islam. Tetapi dalam hal meminta izin 

poligami kepada hakim bagi laki-laki yang hendak poligami, Al-

Zuḥailiy tidak sependapat dengan dengan pendapat tesebut karena 

boleh tidaknya berpoligami bukan dari izin hakim tetapi kemampuan 

bersikap adil atau tidak. Selain itu poligami merupakan masalah 

pribadi yang mana hakim tidak perlu ikut camppur tangan, karena 

poligami hanya terjadi disebagian kecil masyarakat.
25

 

2) Muhammad Shahrur, pandangnnya tentang poligami yakni, Allah 

SWT tidak hanya membolehkan untuk poligami, bahkan 

menganjurkannya dengan syarat istri kedu, ketiga dan keempat harus 

janda yang sudah memiliki anak yatim dan adanya sikap khawatir 

atas tidak adanya sikap adil terhadap anak yatim. Dalam poligami 

terdapat sisi kemanusiaan dan sosial yang bisa terselesaikan, apabila 

keadilan terhadap anak-anak yatim tidak dapat terlaksana dengan 

baik, dengan cara menikahi janda yang sudah punya anak yatim.
26

 

Dengan kata lain poligami adalah sebagai solusi atas satu 

permasalahan sosial yang timbul akibat adanya janda, yaitu anak-

anak yang hidup terlantar dan miskin kasih sayang.
27

 

                                                 
24

 Husein Muhammad, “Poligami: Sebuah Kajian Krisis Kontemporer Seorang Kyai” 

(Yogyakarta: IRCISOD, 20120), 9. 
25

 Wahbah Al-Zuḥailiy, “Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuha” (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), cct, 

III, 167. 
26

 Khozainul Ulum, “Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Pembacaan Ulang Makna 

dan Ketentuan Poligami”, Al-Hikmah Jurnal Studi keislaman, Vol. 5 No.1 (Maret, 2015), 4. 
27

 Khasan, “Rekonstruksi Fikih Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Syahrur” (Semarang: 

AKFI Media, 2009), 92. 
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3) Maḥmūd Muḥammad Ṭaha, berpendapat bahwasanya ‘Illat 

diundangkannya poligami saat ini sudah tidak ada lagi, karena 

poligami di latar belakangi oleh masalah sosial. Islam turun ditengah 

masyarakat yang di mana seorang wanita tidak memiliki kehormatan 

dan masih diaggab sebagai budak.pada waktu itu laki-laki dapat 

menikahi beberapa wanita yang dia inginkan, dan pada waktu itu 

masih dalam keadaan peperangan yang mengakibatkan jumlah laki-

laki dan wanita tidak seimbang, karena banyak laki-laki yang gugur 

diwaktu perang. Situasi seperti ini sekarang sudah tidak ada lagi, 

sehingga dapat diasumsi bahwa ‘Illat dari poligami sudah berubah, 

maka hukum dari poligami juga harus berubah sesuai dengan kondisi 

(‘Illat) pada saat ini sesuai dengan prinsip Islam yakni monogami. 

Sharī‘at poligami menurut Tahta bertentangan ajaran Islam yakni 

kesetaraan dan keadilan.
28

 

4) Quraish Sihab berpendapat bahwa dalam membahas tentang poligami 

harus ditinjau dari sudut pandang penetapan hukumnya dalam aneka 

ragam kondisi yang mungkin terjadi, tidak dengan ditinjau dari segi 

ideal maupun baik buruknya dari poligami.
29

  

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai poligami tidak 

dapat ditutup total, karena ada beberapa sebab kondisi yang di mana 

poligami merupakan jalan keluar yang terbaik, selama poligami 

dilakukan sesuai dengan ketentuan sharī‘at dan bukan karena mengikuti 

hawa nafsu saja. 

G. Hikmah Poligami 

Ada banyak hikmah yang terdapat dalam praktek poligami yang 

bisa di ambil, diantaranya Untuk mendapatkan keturunan bagi suami 

yang subur dan istri yang mandul, Untuk menjaga keutuhan keluarga 

tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan 

fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang 

                                                 
28

 Iffah Muzammil, “Fikih Munākahat” (Tangerang: Tira Smart, 2019), 96. 
29

 Ibid., 97. 
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tidak dapat disembuhkan, Untuk menyelamatkan suami dari yang 

hiperseksual dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya dan Untuk 

menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara 

atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum 

pria, missal akibat peperangan yang cukup lama.
30

 

Adapun hikmah yang dapat kita pelajari dari praktek poligami 

yang dilakukan oleh Rasullah SAW berupa Pendidikan Ta’līmīyah yakni 

untuk mencetak ibu-ibu yang professional dan paham hukum islam, 

untuk mengajarkan kepada wanita-wanita tentang hukum Nifas, haid, 

janabah dan lain-lain, Shari’at Tashrī`īyah yakni untuk menghilangkan 

adat jahiliyah, seperti menjadikan anak angkat berkedudukan sama 

dengan anak kandung, Sosial Ijtimā`īyah yakni bertujuan memperluas tali 

kekeluargaan, agar mempermudah dalam menyiarkan Agama Islam, dan 

Politik Siyāsīyah yakni untuk memperkuat Islam, seperti pada waktu 

Rasullah SAW menikahi Ṣafīyah binti Ḥuyay, yang merupakan anak dari 

pemimpik Bani Quraiḍah. 

H. Hukum Islam 

Hukum Islam ialah suatu hukum yang mana hukum tersebut 

memacu dalam dalil-dalil Al-Qur’an dan hadist dan hukum Islam 

tersebut merupakan suatu hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai 

sifat mutlak yang tidak dapat diubah ataupun diganti oleh manusia. Akan 

tetapi di dalam hukum Islam itu sendiri mencakup suatu pokok-pokok 

hukum Islam yang dapat dikembangkan dengan perkembangan 

masyarakat, asalkan perkembangan tersebut tidak bertentangan dengan 

ajaran-ajaran Islam yang mana sudah menjadi prinsip-prinsip ajaran 

Islam sendiri. Dapat disimpulkan bahwasanya ajaran-ajaran hukum Islam 

itu bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa.
31
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 Khorul Abror, “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga” 

(Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2016), 41. 
31

 Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, 

Jurnal Hukum dan pembangunan vol 17 No 2 (1987) 

http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1300/1222, diakses pada Hari Rabu Tanggal 

01 Desember 2021 pukul 23:01 WIB 
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Dalam menetapkan suatu hukum yang diperoleh dari kedua 

hukum, yakni hukum adat dan hukum Islam maka yang harus lebih 

diutamakan hukum Islam terlebih dahulu. Walaupun pada dasarnya 

hukum adat lebih dulu ada dari hukum Islam sendiri. Hukum adat berasal 

dari nenek moyang yang terdapat dalam masing-masing daerah yang 

berawal dari suatu kebiasaan yang sering dilakukan sehingga menjadikan 

suatu hukum. Hukum adat dapat diterima apabila sangat memungkinkan. 

I. Kaidah Fikih  

Istilah dari kaidah fikih berasal dari terjemahan Bahasa Arab yaitu 

al-qawā`id al-fiqhīyah (kaidah-kaidah fikih) bentuk jama` dari al-qā`idah 

yang memiliki arti dasar, aturan.
32

 Sedangkan kata al-fiqhīyāh memiliki 

arti paham atau pemahaman yang mendalam. Sedangkan menurut al-

Taftazany qāwā`id al-fiqhīyah didefinisikan sebagai suatu hukum yang 

memiliki sifat unuversalyang dapat diterapkan dalam semua bagiannya 

agar daapat diidentifikasi hukum-hukum tersebut yang menjadi bagian 

darinya. 

Sehingga dapat disimpulkan qāwā`id al-fiqhīyah hakikatnya 

merupakan sekumpulan dari kaidah-kaidah fikih yang membentuk sebuah 

rumusan bersifat umum dalam berbagai bidang yang sesuai dengan ruang 

lingkupnya.
33

 

Dalam kaidah fikih terdapa lima kaidah pokok, yang mana setiap 

kaidah-kaidah nya memiliki kaidah turun. Kaidah-kaidah pokok tersebut 

diantataranya pertama  الُأمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا segala perkara tergantung pada 

niatnya, kedua  ِّاَليَقِنُ لَا يُزَالُ بِالشَّك yakin tidak dapat dihilangkan atas 

sebuah keraguan, ketiga  َّالتَّيْسِيْرَةُ تَجْلِبُ المشق kesukaran dapat mendatangkan 

kemudahan, keempat ُيُزَالُ الضَرَر  Mudarat itu dapat dihapuskan dan yang 

                                                 
32

 Firman Arifandi, “Qawā`íd Fiqhīyah sebagai formulasi Hukum” (Jakarta Selatan: Lentera 

Islam, 2018), 10. 
33

 Darmawan, “Kaidah-Kaidah Fiqhīyah” (t.tp: Revka Prima Medi a, 2020), 2. 
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terakhir ٌالعَادَةُ مُحَكَّمَة Adat kebiasaan dapat diterapkan smenjadi sebuah 

hukum.
34

 

Adapun kaidah yang akan dibahas oleh peneliti adalah kaidah-

kaidah fikih yang pokok, Al-Qawā`íd al-asāsīyah ُالَمفَاسِدِ جَلْبُ الَمصَالِحْ وَدَرْء  

(meraih kemaslahatan dan menilak kemafsadatan). Karena dalam 

kehidupan manusia tidak bisa lepas dari kemaslahatan dan kemafsadatan, 

seperti yang diikatan oleh īzzuddin bin Abd al-Salam dalam kitabnya 

Qawā`íd al-Aḥkām fi maṣāliḥ al-Anām bahwa seluruh syariat itu 

maslahah, baik dengan cara meraih maslahah maupun menolak mafsadat. 

Pekerjaan yang dilakukan oleh manusia adan yang mendatangkan 

maslahah dan ada juga yang mendatangkan mafsadat. Baik untuk tujuan 

dunia dan juga tujuan akhirat, atau untuk tujuan dunia sekaligus akhirat. 

Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariāh dan semua yang 

mafsadat dilarang oleh syarāh
35

 

Kemaslahatan jika dilihat dari sisi syarāh dapat dibagi menjadi 

tiga, dan mafsadat dibagi menjadi dua. Adapun pembagian dari maslahat 

diantaranya Kemaslahatan dari wājibah yaitu segala sesuatu yang wajib 

pasti mendatangkan maslaat, seperti sholat fardhu, Kemaslahatan dari 

mandūbah yaitu melaksanakan tindakan yang bersifat sunah, seperti sholat 

suunah dan Kemaslahatan dari mubāḥah yaitu tidakan yang boleh 

dilakukan, maksudnya jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan 

apabila ditinggalkan tidak berdosa, seperti makan dan minum 

Apabila diantara maslahat banyak dan harus dilakukan salah 

satunya diwaktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang maslahat. 

Sedangkan pembagian mafsadat dapat dibagi menjadi dua diantaranya 

Kemafsadatan dari Makrūḥah, yaitu segala tindakan yang makruh, seperti 

berkumur ketika puasa dan Kemafsadatan dari muḥarramah, yaitu segala 

tindakan yang haram untuk dilakukan, seperti makan daging babi 

                                                 
34

 Duski Ibrahim, “Al-qāwaīd al-Fiqhīyah” (Palembang: CV. Amanah, 2019), 105. 
35

 Djazzuli, “Kaidah-Kaidah Fikih kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikam Masalah 

yang Praktis” (Jakarta: PRENADAMEDIA GGROUP, 2019), 27. 
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Apabila menghadapi mafsadah diwaktu yang sama, maka harus 

didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila antara 

maslahah dan mafsadah berkumpul, maka harus dipilih yang maslahatnya 

lebih banyak, dan apabila sama banyaknya, maka menolak mafsadah lebih 

utama dari meraih maslaha, karena dengan menolak mafsadah itu sudah 

merupakan maslaha.
36

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Ibid., 28-29. 
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BAB III 

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN 

NO.0057/pdt.G/2019/PA.MN TETANG IZIN POLIGAMI 

 

A.  Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Madiun 

1. Sejarah dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Madiun 

Pengadilan Agama memiliki 2 (dua) wilayah Yurisksi yaitu 

Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun. Pengadilan Agama Kota Madiun yang bertempat di Jl. 

Cokrobasonto No. 2 Madiun dengan bangunan tanah hak pakai. Pada 

tahun 2008 gedung Pengadilan Agama Kota Madiun yang baru telah 

diresmikan secara resmi yang terletak di Jl. Ring Road barat No. 1 Madiun 

dengan Nomor Telpon 0351-464854 dan Faxilime 0351-495878.
1
  

Pengadilan Agama Kota Madiun termasuk dalam wilayah geografis 

propinsi jawa Timur yang terletak pada 111* sampai 112* Bujur Timur 

dan 7*-8* Lintang Selatan dan Berbatasan langsung dengan Sebelah Utara 

dari Kabupaten Madiun, Sebelah Selatan dari Kecamatan Geger kabupaten 

Madiun, Sebelah Timur dari Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan 

Sebelah Barat dari Kabupaten Magetan 

 

 
                                                 
1
 https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan diakses pada 20 Maret 

2021. 

https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan
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2. Struktur Organisasi 

 

 

 

3. Tugas dan Fugsi 

Dalam pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-

Undang No. 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Kota Madiun bertugas 

untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara antara orang yang 

beragama Islam dan bidang-bidang tertentu.  

Sedangkan fungsi dari Pengadilan Agama Kota Madiun diantaraya 

Pembinaan, berdasarkan pada pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989 jo. KMA No. KMA/080/VIII/2006 Pengadilan Agama 

mempunyai wewenang memberikann arahan, bimbingan, serta petunjuk 

pada pejabat struktural dan fungsional yang berada di bawah jajarannya. 

Pengawasan, berdasarkan KMA No. KMA/080/VIII/2006 Pengadilan 

Agama berhak mengadakan pengawasan tingkah laku Hakim, Panitra, 

Sekertaris dan di bawah jajarannya agar Peradilan dapat berjalan dengan 

seksama dan Administratife, berdasarkan KMA No. KMA/080/VIII/2006 

Pengadilan Agama berhak menyelenggarakan administrasi 
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peradilanyakni teknis dan persidangan dan administrasi umum tentang 

kepegawaian dan keuangan. 

    

4. Wewenang  

Peraturan yang mengatur wewenang atau kompetensi Peradilan 

Agama diatur dalam pasal 49 sampai 53 Undang-Undang No. 50 Tahun 

2009 (3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 

2006) tentang Peradilan Agama. Wewenang Peradilan Agama terbagi 

menjadi dua yakni sebagai berikut: 

a) Kewenangan Relatif 

Pengadilan Agama dalam kewenangan relatif dapat diartikan 

sebagai kekuasaan pengadilan satu jenis dan satu tingkatan. Dalam 

menentukan dasar hukum dari kompetensi relative Pengadilan Agama 

didasarkan pada pedoman ketentuan Undang-Undang Hukum Acara 

Perdata. Pada pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ditentukan 

acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum 

acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum.
2
 

Untuk menentukan landasan patokan dari kewenangan relative 

Peradilan Agama merujuk ketentuan pada pasal 118 HIR atau pasal 

142 R.Bg jo pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Dalam 

penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak pada peraturan yang 

menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan, agar nanti 

gugatan memenuhi syarat formil. 

b) Kewenangan Absolut 

Pengadilan Agama memiliki wewenang secara mutlak untuk 

mengadili baik yang berhubungan dengan jenis perkara maupun 

tingkatan pengadilan. Pengadilan Agama berwenang untuk 

memeriksa dan memutus perkara antara orang Islam. Berdasarkan 

pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 (3 Tahun 2006 jo 

Undang-Undang No. 7 tahun 1989) kewenangan mutlak peradilan 

                                                 
2
 Erfaniah Zuhriah, “Peradilan Agama di Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktek peradilan 

Agama (Malang: Setara Press, 2016), 129. 
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agama terdiri dari bidang-bidang dalam hukum perdata yang menjadi 

kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang dalam ruang 

lingkup hukum keluarga yang beragama Islam.
3
  

Bidang-bidang yang menjadi kompetensi absolut dari Peradilan 

Agama adalah meliputi perkara dalam bidang perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi sharī‘at .
4
 

5. Visi dan Misi 

a) Visi:  

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Madiun yang Agung 

b) Misi:  

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Kota Madiun 

2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan pada pencari 

keadilan 

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusi Pengadilan Agama 

Kota Madiiun 

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Kota Madiun 

B. Deskripsi Putusan No.0057/pdt.G/2019/PA.MN 

1. Identitas Para Pihak 

Identitas pemohon berumur 37 tahun beragama Islam, Pendidikan 

terakhir SLTP, dan bekerja sebagai Usaha Bengkel las. Sedangkan dari 

pihak istri sebagai Termohon berumur 32 lahir beragama Islam, 

pendidikan terakhir SD, bekerja sebagai ibu rumah tangga, pemohon dan 

termohon bertempat tinggal di Kota Madiun. Serta sudah melangsungkan 

pernikahan tercatat oleh pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama 

kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan sudah dikaruniai anak laki-laki. 

Permohonan yang diajukan oleh pemohon bertujuan untuk menikah lagi. 

                                                 
3
 Zuhriah, “Peradilan Agama di Indonesia…, 132. 

4
 Imron Mustofa, "Implementasi Mu’āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," At-

Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, Vol. 8, no. 1 (2020), 144-174. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 

 

Bahwa pemohon ingin pligami dengan calon istri kedua pemohon 

yang berumur 25 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir tidak 

sekolah, dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo dan akan melangsu 

serta dicacatkan oleh pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama 

kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Pemohon ingin poligami dengan 

alasan membantu calon istri kedua tuna rungu
5
 

2. Duduk Perkara 

Duduk perkara tertanggal 31 Januari 2019, pemohon telah 

menagajukan surat permohonan izin poligami yang terdaftar di 

Kepanitraan Pengadilan Agama kota Madiun dengan perkara Nomor 

0057/pdt.G/2019/PA.MN. 

Pada tanggal 29 Juli 2008 pemohon dan termohon telah 

melangsungkan pernikahan dengan sah baik secara hukum maupun Agama 

tercatat oleh pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan 

Manguharjo Kota Madiun. Selama menjalani pernikahan pemohon dan 

termohon hidup bersama dan telah melakukan hubungan badan selayaknya 

suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 9 

tahun. 

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga hubungan pemohon dan 

termohon berjalan dengan baik dan rukun sebagaimana hubungan keluarga 

pada umumnya. Hingga pada suatu ketika dari pihak suami atau pemohon 

mengajukan permohonan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang 

perempuan pilihannya. Isi dari permohonan tersebut pemohon mengajukan 

permohonan dengan alasan ingin membantu dan merawat calon istri kedua 

yang menderita tunarungu, dahulunya calon istri kedua tersebut pernah 

bekerja selama 4 tahun di Madiun dan pihak orang tua dari calon istri 

kedua meminta pemohon untuk segera menikahi anaknya karena 

hubungannya sudah berjalan 3 tahun dan khawatir nanti melakukan 

perbuatan yang dilarang Agama. 

                                                 
5
 Salinan Putusan Pengadian Agama Kota Madiun Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.Mn 
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Dalam mengajukan permohonan izin poligami pemohon sudah 

mendapatkan izin dari termohon dan sanggup untuk berlaku adil terhadap 

istri-istri dan anak-anaknya dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup 

mereka semua dari penghasilan usaha bengkel las dan bangunan dengan 

penghasilan rata-rata sebesar Rp. 15.000.000; tiap bulannya. Hubungan 

pemohon dan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan baik dalam 

sharī‘at Islam maupun perundang-undangan. Dalam permohonan 

pemohon menyatakan sanggup untuk membayar semua biaya atas perkara 

ini dan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama pemohon 

melangsungkan pernikahan dengan calon istri kedua pemohon, dan dicatat 

dihadapan Pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan 

Manguharjo Kota Madiun. 

Berdasarkan hal-hla tersebut, pemohon memohon kepada Ketua 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun berkenan untuk 

menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai 

berikut: 

1. Mengabulkan permohonan pemohon 

2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi 

(poligami) dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua 

pemohon 

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan hukum 

yang berlaku. 

3. Pembuktian  

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan 

termohon telah hadir menghadap persidangan dan oleh Majelis Hakim 

sudah dilakukan upaya perdamaian dengan jalan memberi nasihat kepada 

pemohon dan termohon, tetapi pemohon menyatakan tetap meneruskan 

niatnya untuk berpoligami. Selain itu upaya lain yang dilakukan untuk 

merukunkan pemohon dan termohon melalui mediasi dan sudah ditempuh, 

melalui mediator Amni Trisnawati S.H.I., M.A. Akan tetapi tetap tidak 

berhasil. 
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Setelah dibacakannya surat permohonan pemohon didepan 

persidangan, pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan 

memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah 

membenarkan semua dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya 

serta termohon tealah menyatakan di depan persidangan tidak keberatan 

serta rela untuk dimadu. 

Bahwa dalam persidangan, calon istri kedua pemohon juga telah 

datang menghadap dipersidangan dan memberikan pernyataan bahwa ia 

mengaku bernama calon istri kedua pemohon, umur 25 tahun, Agama 

Islam, pekerjaan sebagai karyawan ternak burung wallet dan bertempat 

tinggal di Kabupaten Ponorogo. 

Calon istri kedua pemohon bisa mengenal dan mengetahui Pemohon 

dan Termohon karena calon istri kedua pemohon masih ada hubungan 

saudara sepupu dua kali dengan Termohon. Setatus dari calon istri kedua 

pemohon masih perawan dan belum pernah menikah, dan menyatakan 

besedia menjadi istri kedua pemohon dan hidup rukun dengan termohon. 

Kondisi dari calon istri kedua Pemohon menderita tuna rungu dan 

sejak 4 tahun yang lalu dititipkan oleh orang tuanya kepada Pemohon dan 

Termohon, karena calon istri kedua Pemohon tersebut bekerja di Madiun. 

Calon istri kedua Pemohon tersebut tidak dalam pinangan atau 

ikatan perkawinan dengan pria lain. calon istri kedua pemohon tidak ada 

hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda baik 

dengan Pemohon maupun dengan Termohon jadi dapat melaksanakan 

perkawinan. 

Dalam tahap pembuktian pemohon dapat memperkuat dalil-dalil 

permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti kepada Majelis Hakim 

dalam persidangan berupa bukti tulis, bukti kesaksian, bukti pengakuan 

dan bukti sumpah. Dalam kasus permohonan izin poligami ini, baik 

pemohon dan termohon mengajukan bukti berupa bukti tulis dan bukti 

kesaksian. Untuk dalil-dalil permohonan yang berupa alat bukti surat, 

pemohon telah melengkapi dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43 

 

berupa fotokopi P1 sampai P15 sebagaimana yang ada dalam Salinan 

putusan No.0057/pdt.G/2019/PA.MN. 

Dalam permohonannya pemohon mengajukan 2 orang saksi untuk 

memperkuat dalil-dalil permohonannya, SAKSI I tempat tanggal lahir di 

Madiun 06 November 1988, beragama Islam, setatus sudah kawin, 

pendidikan terakhir SD, bekerja sebagai pedagang dan bertempat tinggal 

di Kabupaten Madiun. SAKSI II tempat tanggal lahir Madiun 16 Maret 

1986, beragama Islam, stats sudah kawin, pendidikan terakhir SMP 

bekerja sebagai tukang batu dan bertempat tinggal di Kabupaten Madiun.  

Keterangan yang diberikan baik SAKSI I dan SAKSI II di bawah 

sumpah yakni sebagai berikut:  

a. Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sejak sekitar 10 tahun 

yang lalu. Serta pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah 

dikaruniai anak. 

b. Bahwa maksud dan tujuan pemohon dan termohon menghadiri 

persidangan ini karena pemohon hendak menikah lagi dengan seorang 

gadis bernama calon istri kedua pemohon. 

c. Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis alasan pemohon ingin 

poligami, namun rumah tangga pemohon dan termohon beberapa 

tahun yang lalu sempat tidak harmonis yang disebabkan karena bisnis 

pemohon yang sempat bangkrut, yang berakibat pemohon menjalin 

hubungan dengan calon istri kedua pemohon yang notabene masih 

keluarga termohon. 

d. Bahwa calon istri kedua pemohon mengalami kekurangan fisik, yaitu 

tuna rungu, sehingga selama ini pemohon dan termohon membantu 

merawat calon istri kedua pemohon, pemohon dan termohon 

memahami kondisi calon istri kedua pemohon bahkan dapat 

berkomunikasi dengan baik. 

e. Bahwa termohon setuju dan tidak keberatan dimadu. 

f. Bahwa pemohon sanggup menghidupi istri pertama dan calon istri 

kedua serta anak-anaknya karena penghasilan pemohon mencukupi 
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dan termohon dan calon istri kedua pemohon dapat membantu 

pemohon dalam bisnisnya. 

g.  Bahwa calon istri kedua pemohon tersebut berstatus gadis dan belum 

pernah menikah, tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, 

susuan maupun semenda baik dengan pemohon maupun termohon, 

serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, 

dan ia tidak keberatan untuk bermadu. 

Menimbang dari penjelasan pertimbangan hukum tersebut, majelis 

hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum yaitu: alasan Pemohon ingin 

poligami adalah ingin membantu calon istri kedua tuna rungu, selain itu 

pemohon sudah menjalini hubungan dengan calon istri kedua selama 3 tahun, 

serta dari pihak ayah calon istri kedua meminta untuk pemohon untuk segera 

menikahi anaknya. 

Walaupun alasan di atas tidak terdapat didalam ketentuan yang berlaku 

seperti halnya dijelaskan diatas. Sehingga, oleh karenanya Termohon telah 

menyetujui Pemohon untuk melakukan poligami tanpa adanya paksaan dari 

orang lain, dan Pemohon juga telah memiliki pendapatan yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup istri-istrin dan Pemohon mengungkapkan akan 

mampu bebuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. 

C. Pertimbangan Majelis Hakim Kota Madiun dalam putusan 

No0057/pdt.G/2019/PA.MN 

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini, bahwa pengajuan yang 

diajukan pemohon ialah pemohon permohonan izin poligami ke Pengadilan 

Agama Kota Madiun. Sesuai ketentuan yang ada dalam pasal 49 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 

dan perubahan kedua kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili 

dan memutus perkara.  

Menimbang, bahwa tempat kediaman pemohon dan termohon, berada 

pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Madiun, didasarkan pada bukti (P.1 
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dan P2) karenanya, sesuai dalam ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama 

Kota Madiun berwenang untuk mengadili perkara a quo dan dari bukti P.3 

pemohon dan termohon terikat dalam pernikahan yang sah, dan memiliki 

kepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio) oleh 

karena itu pemohon dan termohon mempunyai legal standing dalam perkara 

permohonan izin poligami ini. 

Menimbang bahwa calon istri Pemohon tersebut bukan merupakan 

wanita yang dilarang untuk dinikahi Pemohon, karena tidak ada hubungan 

darah atau hubungan lainnya dengan Pemohon sebagaimana ketentuan dalam 

pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

Menimbang bahwa calon istri Pemohon tersebut bukan merupakan 

wanita yang dilarang untuk dinikahi Pemohon, karena tidak ada hubungan 

darah atau hubungan lainnya dengan Pemohon sebagaimana ketentuan dalam 

pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Serta 

antara Pemohon dengan calon istri keduanya sudah saling berkenalan dan 

memiliki perasaan cinta sehingga apabila hubungan tersebut berlanjut tanpa 

adanya ikatan yang sah dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif. 

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan harta bersama antara 

Pemohon dan Termohon semasa perkawinan didalam permohonannya yang 

berupa: tanah pekarangan yang rumah bersubsidi (KPR), tanah pekarangan 

seluas 118 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah, sebuah mobil pic up 

Daihatsu Gran Max, mobil Honda Brio dan speda motor Yamaha Mio.  

Saksi-saksi yang di hadirkan adalah orang-orang yang tidak dilarang 

sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara berpisah di depan 

sidang, di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi 

syarat formal, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhii 

syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR, oleh karena itu 

keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian serta dapat 

dipertimbangkan lebih lanjut.  

Majelis hakim dalam pengabulan izin poligami tersebut adalah ketika 

ada izin dari istri pertama bersedia untuk dipoligami dan seorang suami dapat 
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berlaku adil serta dapat memastikan kehidupan para istri dan anaknya. Hal 

ini dipandang dari bukti lahiriyah seperti halnya surat-surat bermaterai, 

keterangan para saksi dan kesaksian dari pihak yang bersangkutan. Hal 

tersebut merupakan salah satu persyaratan utama dalam melakukan poligami. 

Jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka dianggap sudah tidak ada 

lagi permasalahan dalam pengabulan izin poligami. seperti yang sudah 

Tujuan dari sharī‘at (maqasid sharī‘at), khususnya mengenai hukum 

munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal poligami 

adalah berkisar anatara ibaahah atau istihbaab. Menimbang bahwa dasar 

hukum poligami ibahah berdasarkan makna perintah dalam firman Allah 

SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Nisā’ayat: 3 yang berbunyi:
6
 

ٰـثَ  ٓ  ءِ مَثْنَىٰ وَثُلَ ٓ   مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَا ٰـمَىٰ فَٱنكِحُوا ٓ   فِى ٱلْيَتَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

   ٓ ٰـعَ   وَرُبَ

  ٓ ٓ   أَلَّا تَعُولُوا ٓ   ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ٰـنُكُمْ  ٓ   فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَ  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi, dua, tiga atau empat.  

 

  Perintah Allah SWT dalam ayat ini tidak menunjukkan wajibnya 

poligami, karena perintah tersebut dipalingkan dengan kelanjutan ayat ini, 

yaitu Firman-Nya:
7
 

  ٓ ٓ  ى اَلَّا تَعُوْلُوْا ٓ   ذٰلِكَ اَدْنٰ  فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ 

 “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 

maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya”  

                                                 
6
 Departemen Agama RI, AlQur’an Hafalan…, 77. 

7
 Ibid., 77. 
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Dengan kelanjutan ayat ini, maka jelas bahwa meskipun ayat diatas 

berbentuk perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan, yaitu larangan 

untuk menikahi wanita lebih dari satu jika di khawatirkan tidak dapat 

berbuat adil, atau maknanya, “Janganlah kamu menikahi kecuali wanita 

yang kamu senangi”. Sikap adil dalam poligami adalah adil (tidak berat 

sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, 

pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Dalam hal ini 

Majelis Hakim berpendapat tidak berarti harus adil dalam sesuatu, sampai 

dalam hal sekecil-kecilnya, akan tetapi adil disini adil sesuai dengan 

porsinya masing-masing. 

  Bahwa sikap adil dalam poligami merupakan manifestasi firman 

Allah SWT dalam Surat Al-Nisā’ ayat: 129 yaitu:
8
 

   

ٓ  ا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْ

 “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara 

istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, 

karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu 

cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung” 

Dalam memahami ayat tersebut, Majelis Hakim sependapat 

dan mengambil alih pemahaman dari Imam asy-Syafi’i yang 

menyatakan bahwa sebagian dari para ulama’ ahli tafsir (menjelaskan 

makna firman Allah SWT.): “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat 

berlaku adil diantara istri-istri (mu)”. (artinya berlaku adil) dalam 

perasaan yang ada dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), 

karena Allah Ta’ala mengampuni bagi hamba-hamba- Nya terhadap 

apa yang ada dalam hati mereka. 

Bahwa disamping itu Majelis Hakim Hakim mengemukakan 

dalil Sharī‘at yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat An-Nisā ayat 3 

yang berbunyi sebagai berikut:
9
 

                                                 
8
 Ibid., 99. 

9
 Ibid., 77. 
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ٓ   فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً    فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ 

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, 

tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat 

berlaku adil, (kawinilah) seorang saja”. 

 

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang terlebih dahulu 

meminta izin poligami ke Pengadilan merupakan itikad baik Pemohon 

dalam rangka melindungi istri-istri dan anak-anaknya dari ketidak 

adilan dari praktek poligami. Lebih penting dan pokok untuk izin 

poligami lebih melihat kemanfaatan (positif) dan keburukan (negative) 

dari poligami, yang hal ini bertujuan untuk menghendaki terwujudnya 

keluarga yang bahagia rukun dan kekal untuk selama-lamanya, 

sebagaimana ketentuan pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan.  

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Maka 

Majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami ini 

dikarenakan apabila permohonan izin untuk berpoligami yang 

dilakukan Pemohon ditolak ditakutkan akan menyebabkan 

percekcokan, pisah rumah, dan bahkan perceraian antara Pemohon  

dan Termohon. Karena hal tersebut Majlis Hakim berpendapat lebih 

baik mendahulukan untuk mencegah kemudharatan daripada mencari 

sebuah Kemaslahatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49 

 

BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAM 

DENGAN ALASAN MEMBANTU CALON ISTRI TUNA RUNGU 

(Studi Putusan No. 0057/pdt.G/2019/PA.MN) 

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan 

Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 

0057/pdt.G/2019/PA.MN.  

 

Poligami ialah seorang pria yang menikahi lebih dari satu dalam satu 

ikatan pernikahan, akan tetapi dalam melakukan poligami tentu ada batas 

yang tidak boleh dilanggar, yaitu batasan minimal hanya 4 orang wanita. Hal 

ini bertujuan sebagai kecukupan bagi seorang laki-laki, apabila seorang laki-

laki menikahi lebih dari 4 orang dalam satu ikatan pernikahan hal ini sudah 

mengingkari syariat agama, selain itu juga dikhawatirkan akan menimbulkan 

kemaksiatan dikerenakan ketidak terpenuhinya hak-hak daripada mereka 

Di Indonesia telah mengatur mengnai poligami yakni diatur dalam 

peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Seorang 

laki-laki yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang ada 

didalam peraturan diatas dan mendapatkan izin poligami dari Pengadilan 

Agama. 

Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang laki-laki yang 

hendak menikahi perempuan lebih dari satu, dengan mengajukan permohonan 

izin poligami ke Pengadilan Agama dan telah memenuhi alasan-alasan yang 

ada didalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, diantaranya Istri tidak 

dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau 
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penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Istri tidak dapat melahirkan 

keturunan. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk dapat 

beroligami harus memenuhi syarat yang ada didalam Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam diantaranya 

Adanya peretujuan dari istri/istri-istri, Adanya kepastian bahwa suami mampu 

menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan 

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anak mereka. 

Alasan yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan izin 

poligami adalah ingin membantu calon istri kedua yang menderita tuna rungu, 

selain alasan tersebut pemohon memiliki alasan lain dalam mengajukan 

permohonannya yakni karena pemohon dan calon istri kedua pemohon telah 

menjalin hubungan dan dari pihak orang tua dari calon istri kedua pemohon 

meminta untuk pemohon segera untuk menikahi anaknya karena hubungannya 

sudah berjalan 3 tahun. 

Alasan tersebut merupakan alasan yang menjadi pertimbangan majelis 

hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Alasan yang digunakan 

pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami tersebut tidak bisa 

menjadi alasan bagi suami untuk mendapatkan izin poligami, karena alasan 

tersebut tidak sesuai baik dalam ketentuan maupun syarat-syarat yang ada 

didalam peraturan Undang-Undang untuk mendapatkan izin poligami. 

Pemohon telah mendapatkan izin untuk berpoligami dari istri pertama 

terbukti (P.7). Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan 

anak-anaknya terbukti (P.8) dan Pemohon sanggup dan menjamin untuk 

memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya terbukti (P.10). 

Berdasarkan bukti-bukti yang diberikan pemohon kepada majelis hakim 

bahwasannya pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih 

dari satu sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974. 
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Di Indonesia pengadilan bisa memberi perizinan untuk berpoligami 

terhadap Pemohon, apabila Pemohon sudah melemgkapi setidaknya 3 

persyaratan komulatif serta satu dari persyaratan alternatif. Persyaratan 

komulatif diantaranya Istri / para istri memberikan izin, Bahwa adanya 

jaminan seseungguhnya seorang suami dapat memenuhi kebutuhan kehidupan 

para istri beserta anaknya dan Jaminan sesungguhnya seorang suami dapat 

berlaku seadil-adilnya baik terhadap istri ataupun anaknya. Adapun Persyarat 

alternative diantaranya Istri tidak mampu melaksanakan kewajiban, Istri 

mengidap cacat fisik atau sakit yang tidak mungkin untuk di sembuhkan dan 

Istri tidak bisa memberikan anak. 

Dalam hal ini, seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama 

Kota Madiun dengan Nomor 0057/Pdt.G/2019/PA.MN. Di mana perkara 

tersebut tidak mempunyai alasan yang mejadikan syarat alternatif untuk 

melakukan poligami. Terlebih dahulu Majlis Hakim melakukan pemeriksaan 

terhadap alasan-alasan yang Pemohon ajukan. Dalam perkara tersebut 

Pemohon mengajukan izin berpoligami disebabkan ingin membantu calon istri 

kedua yang tuna rungu selain itu dalam kesehariannya pemohon dan termohon 

yang mampu berkomunikasi dengan baik. Permohonan terhadap izin 

berpoligami yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Majlis Hakim 

Pengadilan Agama Kota Madiun dengan menggunakan dasar hukum Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai hal tersebut ada 

fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan ialah bahwa 

alasan yang digunakan Pemohon dalam pengajuan izin berpoligami sudah 

sangat beralasan serta tidak bersebrangan atas hukum yang berlaku. 

Selanjutnya mengenai syarat komulatif sebagaian ketentuan Pasal 5 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 42 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam. Dalam permohonannya tersebut termohon sudah mendapatkan 

izin dari termohon untuk menikah lagi. Dalam hal ini termohon hadir dalam 

persidangan untuk memberikan penjelasan terhadap majlis hakim. Majlis 

Hakim mengagap hal ini sebagai itikad baik yang dilakukan oleh Pemohon. 
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Berdasarkan dari peraturan yang berlaku baik Undang-Undang maupun 

peraturang yang berlaku yang mengatur tentang poligami, bahwasannya 

majelis hakim tidak bisa memberikan izin poligami kepada pemohon, karena 

untuk mendapatkan izin poligami pemohon harus memenuhi baik syarat 

alternaif maupun kumulatif. Dalam hal ini, Majelis hakim mengabulkan 

permohonan tersebut, Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut 

meski permonan pemohon tersebut tidak memenuhi syarat alternative. 

Majelis hakim tentu memiliki pandangan dan dasar hukum sendiri yang 

menjadi dalil pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin 

poligami tersebut. yaitu majelis hakim perlu menimbang pemohon yang sudah 

menjalin hubungan dengan calon istri kedua yang notabene masih kerabat 

termohon, dan dari pihak orang tua calon istri kedua pemohon meminta untuk 

segera dinikahi karena sudah menjali hubugan selama 3 tahun, kodisi calon 

istri kedua pemohon menderita tuna rungu dan dalam kesehariannya hanya 

pemohon dan termohon yang mampu berkomunikasi dengan baik.  

Majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan 

membantu calon istri yang menderita tuna rungu tersebut didasarkan pada 

pertimbangan bahwasannya pemohon sudah lama memiliki hubungan dengan 

calon istri kedua pemohon, yang berakibat orang tua dari calon istri kedua 

pemohon meminta untuk segera dinikahi karena hubungannya sudah berjalan 

3 tahun. Majelis hakim menilai bahwasannya pemberian izin poligami adalah 

pilihan yang tepat karena jika tidak diberikan izin poligami ditakukan terjadi 

perbuatan yang dilarang oleh agama, dan lebih banyak madharat dari pada 

kemanfaatannya.  

Pemohon juga sudah beritikad baik datang ke Pengadilan Agama meminta 

izin untuk poligami dan niat pemohon berpoligami karena ingin membantu 

calon istri yang menderita tuna runga, dengan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut 

karena tujuan utama memberikan izin poligami adalah menciptakan 

kemaslahatan bagi semua pihak yang berperkara. Termohon juga sudah 

memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi baik secara tulis 

maupun secara lisan diwaktu persidangan. 
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B. Analisi Hukum Islam dalam putusan Nomor 0057/pdt.G/2019/PA.MN 

tentang Izin Poligami Karena Ingin Membantu Calon Istri Kedua Tuna 

Rungu 

 

Praktek poligami dalam agama Islam bukan merupakan suatu anjuran 

yang harus dilakukan maupun larangan untuk dilakukan, akan tetatapi 

poligami dalam agama Islam merupakan sebuah solusi bagi seorang laki-laki 

muslim yang tidak menemukan tujuan dalam ikatan perkawinan, salah satu 

tujuan dari perkawinan adalah mendapatkan keturunan. Dalam agama Islam 

juga telah menetapkan syarat-syarat dan batasan seorang laki-laki untuk bisa 

berpoligami, seorang laki-laki dibatasi untuk berpoligami maksimal empat 

istri.
10

 

Hukum Islam merupakan hukum yang sangat memperhatikan hak-hak 

seseorang, karena menyangkut hubungan dengan orang lain, salah satunya 

dalam masalah poligami. Islam telah mengatur dan memberikan konsep dasar 

dalam pligami sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-

Nisāayat 3 yang berbunyi:
11

 

 

ٰـثَ  ٓ  ءِ مَثْنَىٰ وَثُلَ ٓ   مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَا ٰـمَىٰ فَٱنكِحُوا ٓ   فِى ٱلْيَتَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

   ٓ ٰـعَ   وَرُبَ

  ٓ ٓ   أَلَّا تَعُولُوا ٓ   ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ٰـنُكُمْ  ٓ   فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَ  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), 

maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga 

atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka 

kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 

Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."  

 

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwasannya seorang laki-laki 

dibolehkan untuk berpoligami, namun tidak secara mutlak akan tetapi 

                                                 
10

 Murtadho Mutahari, “Hak-Hak Wanita dalam Islam” (Jakarta: Lentera, 1995), 204. 
11

 Departemen Agama RI, al-Qur’an Hafalan…, 77. 
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seorang suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa 

berpoligami yaitu berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan istri-

istrinya. Syarat ini harus dilakukan bagi seorang laki-laki yang 

menghendaki berpoligami, karena dalam agama Islam tidak menghendaki 

adanya perlakuan sewenang-wenang dari seorang suami terhadap istri-

istrinya.  

Islam membenarkan dibolehkannya poligami, namun pada prakteknya 

di lapangan masih banyak ditemui banyak penyimpanganpenyimpangan 

yang dilakukan. Sebab poligami dipandang dari dua sundut pandang yang 

berbeda yaitu poligami sebagai penolong, dan di sisi lain poligami sebagai 

penyakit di kalangan masyarakat modern seperti saat ini. Seperti halnya 

penyimpangan terhadap pelaksaan poligami ketika seseorang ingin 

melaksanakan poligami namun terhalang oleh syarat yang ditetapkan oleh 

negara ataupun agama, tidak jarang akan melakukan poligami di bawah 

tangan atau dengan kata lain sah menurut agama namun tidak tercatat 

dalam negara. Tentu hal ini akan merugikan pihak wanita karena akan 

kesulitan dalam pencarian akta nikah untuk anak yang akan di lahirkan, 

akta nikah ataupun apabila terjadi pertengkaran yang berujung terhadap 

perpisahan (cerai) sehingga pihak istri tidak bisa menggugat suaminya ke 

pengadilan. 

Dalam putusan Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN disebutkan 

bahwasannya pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena 

ingin membantu calon istri kedua yang menderita tunarungu, calon istri 

kedua pemohon pernah bekerja di Madiun selama 4 tahun serta orang 

tuanya menitipkan anaknya kepada pemohon, dan sekarang orang tua dari 

calon istri kedua pemohon meminta untuk segera dinikahi karena 

hubungannya sudah berjalan 3 tahun. Alasan yang diajukan pemohon 

untuk berpoligami tersebut dapat ditolak oleh majelis hakim karena 

permohonan yang diajukan pemohon dengan alasan tersebut tidak sesuai 

dengan yang ada dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 

tahun 1974 tentang perkawinan. 
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Pada permohonannya apabila di lihat dari syarat yang ada didalam 

Undang-Undang istri pertama sudah melahirkan anak sebagai bukti bahwa 

istri pertama tidak mengalami kemandulan, selain itu juga sang istri dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak mengidap 

penyakit. Dari sini sudah jelas bahwa istri dalam keadaan sehat dan tidak 

sesuai dengan syarat. Persyataan ini juga dikuatkan dengan adanya 

kesaksian dari para saksi yang hadir dalam acara persidangan. 

Dalam hal ini penulis menganalisa bahwa dalam perkara Nomor. 

0057/Pdt.G/2019/PA.MN tentang izin poligami tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku berkenaan tentang izin poligami. Akan 

tetapi, penulis sependapat dengan para Hakim Pengadilan Agama Kota 

Madiun bahwa perkara ini merupakan perkara khusus yang mana harus 

mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya, sebagaimana dalam kaidah 

fiqhiyah: 

  دَرْءُالَمفَا سِدِمُقَدَّمٌ عَلَى  جَلْبُ الَمصَا لِحْ

“Menarik kemaslahatan lebih utama dari pada Menolak keburukan” 

Majelis hakim dalam memberikan putusan dalam suatu perkara pasti 

memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi terkadang hakim tidak 

menerangkan secara keseluruhan dasar hukum yang digunakan dalam 

memutuskan perkara. Putusan majelis hakim dalam perkara 

0057/pdt.G/2019/PA.MN dapat kita analisis dari dua sudat pandang yakni 

dengan dampak yang ditimbulkan setelahnya apabila permohonan 

dikabulkan atau ditolak, dengan dua sudut pandang tersebut dapat 

diketahui dampak yang ditimbulkan dari poligami, hal tersebut diperlukan 

untuk menentukan keburukan yang paling besar ditimbulkan dari dua 

sudut pandang terebut.  

 

1) Analisis jika permohonan tersebut dikabulka 

Dapat diketahui bahwasannya alasan pemohon mengajukann 

permohonan izin poligami adalah ingin membantu calon istri kedua yang 

menderita tuna rungu. Dari keterangan dua orangg saksi, alasan pemohon 
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ingin menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon karena beberapa 

tahun yang lalu rumah tangga pemohon tidak harmonis disebabkan bisnis 

yang dijalankan pemohon mengalami kebangkrutan sehingga pemohon 

menjalin hubungan dengan calon istri kedua pemohon. Alasan lain yang 

melatar belakangi pemohon ingin menikahi calon istri kedua pemohon 

karena ingin membantu calon istri kedua yang menderita tuna rungu yang 

notabene masih kerabat dari istri pertama pemohon, sedangkan istri 

pertama pemohon telah memberikan izin kepada pemohon unuk menikah 

lagi dengan calon istri kedua.  

Tujuan dari pemohon untuk menikah lagi adalah ingin membantu 

calon istri kedua yang menderita tuna rungu, selain itu pemohon sudah 

mempunyai hubungan selama tiga tahun, oleh karena itu untuk terhindar 

dari perbuatan yang dilarang oleh Agama pemohon mengajukan izin 

poligami. Tujuan tersebut merupakan tujuan yang mulia dan sudah sesuai 

denga hikmah poligami. Dengan megizinkan pemohon untuk menikah lagi 

maka pemohon bisa terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Agama, 

hal tersebut bertujuan untuk memilihara hifḍ al-‘Irad (kehormatan diri) 

dan hifḍ al-Nasl (memelihara keturunan). 

Perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT 

karena merusak baik garis keturunan maupun kehormatan diri, firman 

Allah SWT yang melarang perbuatan zina terdapat pada surat Al-isro’ayat 

23 yakni:
12

 

ٓ  وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ٓ   اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً   وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى

“Dan jangnlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu 

perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. 

 

Ayat diatas menerangkan bahwasannya Allah SWT menjelaskan 

kekejian dari perbuatan zina, Allah SWT menyebut zina adalah peruatan 

yang keji dan buruk karena perbuatan zina yang sudah mencapai puncak 

dapat merusak akal. Kenikmatan dari perbuatan zina adalah jalan yang 

                                                 
12

 Ibid., 151. 
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sangatlah buruk bagi manusia, karena mambawa kebinasaan, kehancuran, 

dan kefakiran didunia, dan diakhirat nanti orang yang berbuat zina akan 

disiksa dan dihinakan.
13

  

Dengan dikabulkannya permohonan pemohon Pengadilan Agama 

dapat mencegah pernikahan di bawah tangan yakni pernikahan yang tidak 

dicatatkan dikantor urusan Agama, karena pencatatan perkawinan sangat 

penting untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi 

pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Serta dapat menjadi bukti 

autentik bagi Negara bahwasannya telah terjadi perkawinan.
14

 

 

2) Analisis jika permohonan ditolak 

Pada perkara Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN tentang izin poligami 

dengan alasan membantu calon istri tuna rungu, pada dasarnya dapat ditolak 

karena Majelis hakim hanya memberikan izin poligami kepada pemohon 

apabila pemohon memenuhi baik syarat alternatv maupun kumulatif, dalam 

perkara tersebut permohonan pemoho belum memenuhi syarat alternative, 

sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Dengan ditolaknya permohonan izin poligami pemohon dapat 

memberikan efek positif bagai semua pihak diantranya memelihara seseorang 

dari perselisihan dan cekcok dikemudian hari, hal tersebut bertujuan untuk 

memlihara jiwa (hifḍ al-Nafs) dan akal manusia (hifḍ al-‘Aql). Jika pada awal 

hubungan antara pemohon dan termohon baik-baik saja, setelah mengajukan 

permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, kemudian majelis hakim 

mengabulkan permohonan tersebut, maka akan timbul kehawatiran yang aka 

terjadi dkemudian hari yakni rumah tangga yang dibina pemohon mengalami 

perslisihan dan cekcok antara pemohon dan istri-istrinya hingga sampai 

mengakibatkan perceraian. 

Melihat dampak buruk yang ditimbulka dari pemberian izin poligami 

sangat besar hingga berujung perceraian, maka majelishakim harus menolak 

                                                 
13

 Ibnu al-Qayyim al-Jauzīyah, “Jangan dekati Zina” (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 3. 
14

 Abdul Manan, Äneka Masalah dalam hukum Perdata Islam di Indonesia” (Jakarta: Kencana 

2014), 48. 
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permohonan izin poligami tersebut. Karena tidak sejalan dengan tujuan dari 

maqāsid shar`īyah menegakkan kemaslahatan dan menolak keburukan.  

Setelah menganalisis dari dua sudut pandang tersebut. Penulis 

menganalisis putusan dengan perkara No.0057/pdt.G/2019/PA.MN tentang 

permohonan izin poligami dengan alasan membantu calon istri tuna rungu. 

Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikah lagi, 

dengan pertimbangan bukti-bukti yang diberikan pemohon pada majelis 

hakim diantaranya yakni suami mampu bersikap adil dan mampu memenuhi 

kebutuhan baik materi maupun nonmateri kepada istri-istri dan anaknya, dan 

pemberian izin dari istri pertama yang menyatakan tidak kebertan jika 

dimadu. 

Menurut pendapat penulis dengan alasan pemohon mengajukan 

permohonan ke pengadilan dengan alasan bahwa membantu calon istri kedua 

yang menderita tuna rungu. Penulis rasa kurang tepat apabila dengan dengan 

alasan membantu atau hubungan yang sudah 3 tahun kurang tepat apabila 

dijadikan alasan poligami untuk menikah dengan calon istri kedua, penulis 

rasa masih banyak cara lain yang dapat dilakukan untuk membnantu calon 

istri kedua. 

Menurut penulis tindakan majelis hakim mengabulkan permohonan 

pemohon untuk menikah lagi karena ingin membantu calon istri tuna rungu, 

merupakan tindakan yang benar, karena hal tersebut sesuai dengan hikmah 

poligami, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yakni:
15

 

  دَرْءُالَمفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبُ الَمصَا لِحْ

“Menarik kemaslahatan lebih utama dari pada Menolak keburukan” 

 Maksud dari kaidah tersebut adalah berusaha untuk mewujudkan suatu 

kemaslahatan dan menolak semua yang mafsadat, apabila pemohon dan calon 

istri kedua menikah maka dapat memelihara dari segi keturunan ḥifḍ al-

Nasab, yakni menghindari perkawinan diatas tangan dan perbuatan zina, 

                                                 
15

 Djauli, Kaidah-kaidah fikih…., 27. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59 

 

dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan aturan agama dan dan 

Negara dapat menyelamatkan anak yang dilahirkan nanti. 

Alasan lain yang memperkuat pemohon hendak menikah lagi adalah 

karena pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon istri kedua selama 3 

tahu lebih, dan dari pihak orang tua calon istri kedua meminta kepada 

pemohon untuk segera menikahi anaknya, dan ditakutkannya pemohon 

terjerumus kedalam kemaksiatan hingga berzina. Analisis penulis 

berdasarkan alasan pemohon untuk menikah lagi adalah bertujuan untuk 

menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, yakni menjaga 

keturunan (hifḍ al-Nasl) dan menjaga diri (hifḍ al-‘Irad). Hal tersebut lebih 

utama karena untuk menjaga para pihak dari perbuatan zina dan pernikahan 

di bawah tangan.  

Menurut analisis penulis, pemberian izin poligami oleh pengadilan 

Agama adalah putusan yang tepat, karena berdasarkan bukti-bukti dan alasan 

pemohon ingin menikah lagi karena ingi mambantu calon istri tuna rungu 

merupakan tujuan dari maqosid sharī‘at yakni mendatangkan kemanfaatan 

dan kesejahteraan, selain itu dengan diberikannya izin poligami kepada 

pemohon, Pengadilan Agama dapat menghindari pemohon melakuan zina dan 

pernikahan di bawah tangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan paparan diatas tentang analisis putusan Nomor. 

0057/pdt.G/2019/PA.MN tentang izin poligami, dapat diambil kesimpulan 

yakni: 

1) Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor. 

0057/pdt.G/2019/PA.MN adalah menimbang alasan pemohon ingin 

menikah lagi yakni ingin membantu calon istri kedua yang menderita 

tuna rungu, dan selain itu ada desakan dari orang tua calon istri kedua 

yang meminta untuk segera menikahi anaknya karena sudah menjalin 

hubungan selama 3 tahun. Dasar hukum yang digunakan hakim tidak 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni tidak terpenuhnya syarat 

alternatif, tetapi hakim juga pada dasarnya mempertimbangkan syarat 

kumulatif yang sudah terpenuhi dan pemohon sudah mendapatkan izin 

dari isti pertama dan sanggup untuk berlaku adil semata terhadap istri-

istri dan anaknya. 

2) Beradasarkan fakta-fakta diatas tentang izin poligami perkara 

Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN, Majelis hakim mengabulkan 

permohonan tersebut karena ingin membantu calon istri kedua tuna 

rungu. Perkara tersebut ditinjau menggunakan teori kaidah fiqih 

keputusan yang diambil hakim sudah tepat dan sesuai dengan hukum 

Islam selain itu dengan dikabulkannya permohonan tersebut akan 

mendatangkan maslaha dan menolak mafsada, selain membantu calon 
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istri kedua tuna rungu juga merupakan tujuan dari maqāsid al-

Shar`īyah yakni mendatangkan kemanfaatan dan kesejahteraan. 

Pemohon dapat menjaga jiwa, akal dan keturunan serta terhindar dari 

perbuatan zina. 

B. Saran  

 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah ditulis oleh peneliti, 

peneliti beranggapan perlu memberikan saran dalam penelitian ini, yakni 

sebagai berikut: 

1) Dalam memahami suatu hukum Majelis Hakim perlu mengkaji secara 

mendalam apa yang menjadi subtansi dari hukum tersebut, dalam hal ini 

adalah poligami. Sehingga mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap 

suatu hukum, dan dapat menjadi solusi dari masalah-masalah yang 

muncul. 

2) Bagi masyarakat yang ingin menikah lebih dari satu, perlu difikirkan 

terlebih dahulu baik buruknya poligami, agar kedepannya nanti tidak 

menimbulkan masalah. 
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